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ABSTRAK 

IMPLEMENT AS! KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH 
DALAM PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGA W AI NEGERI SIPIL 

DIKABUPATENKOTAWARINGINBARAT 

Rendra Saputra Septiawan 
rendra.saputraseptiawan@gmail.com 

Program Pascasarjana 
Universitas Terbuka 

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan Pemerintah 
Daerah dalam penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten 
Kotawaringin Barat serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhinya 
menggunakan teori implementasi kebijakan model George C. Edward III dan jenis 
penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data 
melalui observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah 
Kabupaten Kotawaringin Barat telah melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin 
Pegawai Negeri sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sejak diterbitkannya pada Juni 2010, namun 
masih ditemukan jenis penjatuhan hukuman disip1in yang tidak sesuai dengan 
pelanggaran yang dilakukan. Berdasarkan 4 faktor yang dikemukakan oleh George C. 
Edward III dapat dijelaskan bahwa (1) Faktor Komunikasi telah dilaksanakan oleh 
Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan melaksanakan sosialisasi, 
bimbingan teknis, surat edaran serta instruksi kepada seluruh PNS. (2) Faktor 
Sumberdaya dapat dikatakan belum berjalan secara maksimal, hal tersebut 
dikarenakan masih banyak ditemukannya atasan langsung yang belum memahami 
kewajiban yang melekat pada jabatannya terkait pelaksanaan Peraturan Pemerintah 
Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. (3) Faktor Disposisi 
dalam implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam penjatuhan hukuman disiplin 
Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat 
belum berjalan dengan efektif. Hal tersebut dikarenakan masih ditemukan alasan dari 
atasan langsung yang menunjuk sikap keengganan atau ketidakmauan untuk 
memproses bawahannya yang diduga melakukan pelanggaran disiplin PNS. (4) 
Faktor Struktur Birokrasi, keberadaan Tim Majelis Pertimbangan PNS (MPP) yang 
dibentuk oleh Bupati Kotawaringin Barat untuk memberikan pertimbangan dalam 
memutuskan jenis hukuman disiplin tingkat berat justru memperlambat proses 
penjatuhan hukuman disiplin dari segi waktu. 

Kata Kunci : Implementasi, Hukuman Disiplin, Peraturan Pemerintah Nomor 53 
Tahun 2010, George C. Edward III, Kabupaten kotawaringin Barat 
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ABSTRACT 

THE IMPLEMENTATION OF LOCAL GOVERNMENT POLICIES 
ON THE UNDERSTANDING OF THE CIVIL SERVANTS' DISCIPLINE 

PUNISHMENT IN WEST KOTAWARINGIN REGENCY 

Rendra Saputra Septiawan 
rendra.saputraseptiawan@gmail.com 

Graduate program 
Indonesia Open University 

This study was aimed at analyzing the implementation of local government 
policies on the Civil Servants' discipline punishment in West Kotawaringin 
Regency and determining the factors that influenced the policies proposed by George 
C. Edward III and The research was conducted by descriptive qualitative approach in 
which the data was collected through observation and interview activities. The results 
of the research indicated that local government of West Kotawaringin Regency has 
already carried out the punishment to undiciplined civil servants based on 
Government Regulation No. 53/2010 on Civil Servants' Discipline since its inception 
in June 2010; however, some types of discipline punishment which were not in 
accordance with the violations committed were still found. Based on the four factors 
proposed by George C. Edward III, the case can be explained that (1) Communication 
Factor has been implemented by West Kotawaringin Regional 
Government by conducting socialization, technical gnidance, circulars, and 
instruction to all Civil Servants; (2) The Resource Factor could be said as poor
managed, it was because there were many direct superiors who did not understand the 
obligation attached to his position related to the implementation of Government 
Regulation Number 53 of 2010 on Civil Servants' Discipline; 
(3) Disposition Factor in the implementation of local government policy toward the 
discipline punishment of Civil Servants in the Regional Government of West 
Kotawaringin has not been effectively managed. The condition happened because 
there were many direct superiors who were having the attitude of unwillingness to 
penalize their subordinates who allegedly violated the law of civil servants' 
disciplinary; (4) Bureaucratic Structure Factor. Therefore, the Advisory Council of 
Civil Servants (MPP) was formed by the Regent ofKotawaringin West Regency to 
give any consideration in deciding the type of discipline punishment; nevertheless, 
the consideration of severe punishment would delay the process of discipline 
punishment in terms of time. 

Keywords: Implementation, Discipline Punishment, Government Regulation 
Number 53 of2010, George C. Edward III, West Kotawaringin Regency 
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BABIV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Lokasi Penelitian 

1. Letak Geografis dan AdministratifKabupaten Kotawaringin Barat 

Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan salah satu kabupaten yang 

terletak di Bagian Barat Provinsi Kalimantan Tengah, yang dibentuk 

berdasarkan Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara 

Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) dengan 

lbukota Pangkalan Bun. Secara letak geografis berdasarkan Peta R1RWK 

tahun 2013 letak Kabupaten Kotawaringin Barat berada pada posisi 1"26' -

3"33' Lintang Selatan, dan 111"20'-112"6' Bujur Timur. Namun berdasarkan 

peta rekomendasi R1RWK tahun 2009 berada pada posisi adalah 1"26' -

3"33' LintangSelatan, 111"13'-112"6' BujurTimur. 

Sedangkan letak secara administratif, dengan I uas Kabupaten 

Kotawaringin Barat adalah 10.759 Km2 yang berada pada letak dan posisi di 

6 (enam) Kecamatan yang meliputi antara lain : Kecamatan Arut Selatan, 

Kumai, Kotawaringin Lama, Arut Utara, Pangkalan Lada dan Pangkalan 

Banteng. Secara administratif letak geografis Kabupaten Kotawaringin Barat 

dengan batas-batas wilayah secara administratrif, yaitu sebagai berikut : 

Sebelah Utara 

Sebelah Selatan 

Sebelah Barat 

Kabupaten Lamandau 

LautJawa 

Kabupaten Sukamara dan Lamandau 
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Sebelah Timur : Kabupaten Seruyan 

Dapat lebih jelasnya dan detail dari luasan masing-masing Kecamatan 

serta luasan wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat seperti 

pada Tabel4.1 dan Gambar 4.1. 

Tabel4.1 
Luas Kabupaten Kotawaringin Barat Menurut Kecamatan 

1. Kotawaringin Lama 1.218 11,32 

2. Arut Selatan 2.400 22,31 

3. Kumai 2.921 27,15 

4. Pangkalan Banteng 1.306 12,14 

5. Pangkalan Lada 229 2,13 

6. ArutUtara 2.685 24,96 

Sumber: BPS Kab.Kobar 2016 

I, 
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e ·~--.. ----\"':::=:=--------...,_,-:., 

Wilayah AdministratifKabupaten Kotawaringin Barat 
(Sumber: BPS Kab.Kobar 2016) 
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2. Kependudukan dan Sumber Daya Man usia 

Secara umwn keadaan sosial budaya masyarakat Kabupaten 

Kotawaringin Barat dalam proses pertumbuhan sejalan dengan dinamika 

pembangunan. Jwnlah penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 

2015 sebesar 269.629 jiwa. Angka ini juga berarti secara proporsional 

jwnlah penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar 11,05 % dari 

jwnlah penduduk Provinsi Kalimantan Tengah yang sebanyak 2.439.858 

jiwa atau juga terbesar ketiga setelah Kabupaten Kotawaringin Timur dan 

Kabupaten Kapuas. Lebih jelasnya mengenat perkembangan 

jwnlahpenduduk Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini : 

I ...• 
·:N6 
\ ,.,--"; 

Tabel4.2 
J umlah Penduduk dan Rata-rata Pertumbuhan Penduduk 

Kotawaringin Barat Menurut Kecamatan, Tahun 2011-2014 

1. 
Kotawaringin 17.321 17.777 18.232 18.695 2,54 
Lama 

2. Arut Selatan 101.999 105.176 108.378 111.658 

3. Kumai 
48.176 49.612 51.056 52.534 

4. 32.309 Pangkalan Banten1 33.890 35.525 

5. Pangkalan Lada 28.928 29.804 30.686 

6. Arut Utara 16.167 16.740 17.323 

Swnber Data: BPS Kab.Kobar 2016 

37.231 

31.589 

17.922 

269.629< 

3,03 

2,89 

4,80 

2,94 

3,46 
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Pertumbuhan penduduk disebabkan oleh adanya kelahiran, kematian 

dan migrasi. Kelahiran dan migrasi masuk merupakan faktor penambah pada 

pertumbuhan penduduk, sedangkan kematian dan migrasi keluar merupakan 

faktor pengurang. Pada pertengahan tahun 2014 penduduk Kabupaten 

Kotawaringin Barat mengalami pertumbuhan 3,23 %, dari 261.200 jiwa pada 

tahun 2013 menjadi 269.629 jiwa pada pertengahan tahun 2014. 

Rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat akhir 

tahun 2014 sebesar 25,06 jiwa per km', Kecamatan yang terpadat 

penduduknya adalah Pangkalan Lada yaitu 137,94 jiwa per km2 dan disusul 

Kecamatan Arut Selatan 46,52 jiwa per km2
, Kecamatan Pangkalan Banteng 

28,51 jiwa per km', Kecamatan Kumai 17,98 jiwa per km2, Kecamatan 

Kotawaringin Lama 15,35 jiwa per km2 dan terakhir Kecamatan Arut Utara 

6,67 jiwa per km2
• 

• 'i 

Tabel4.3 
Kepadatan Penduduk, Rata-rata Penduduk per Desa!Kelurahan dan 

per Rumah Tangga Menurut Kecamatan 

1. Kotawaringin Lama 
15,35 1.099, 71 3,66 

2. Arut Selatan 
46,52 5.582,90 3,77 

3. Kumai 
17,98 2.918,56 4,38 

4. Pangkalan Banteng 
28,51 2.190,06 3,54 

5. Pangkalan Lada 137,94 2.871,73 3,65 

6. ArutUtara 
6,67 1.629,27 3,62 
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'''"''~"----·":'·•'" ,, -· .. -..;. _:·- ""'J: ·• .. :"'' :·:-."'~',f··•·'""'''!·-"-, 

.t}lo; .' · ... .K~cani~~il; T.; 
\ ,, ~-!" •'· .·:~ 1-{·:!,-_;~:';~~--~~:~,;:;,-; ":-( 

.,25,06 'i' ·2.!1~8,39 
. .":" ,c· 

-,._-,,, 

Jumlah 2013 
24;28 .••.... 

-~-

Sumber Data: BPS Kab.Kobar 2016 

Penduduk usia keija adalah penduduk yang berumur 15 tahun keatas, 

dimana penduduk tersebut di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 

2014 sebanyak 195.373 jiwa yang bekeija menurut lapangan usaha pada 

tahun 2013 - 2015 berikut ini. 

Tabel4.4 
Persentase dan Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas 
yang Bekeija menurut Lapangan Usaba Tahun 2013-2015 

Perikanan 

1 Pertanian, Kehutanan dan 
47.612 40,43 45.505 38,07 65.960 49,51 

2 Pertambangan & 
Penggalian 

3 Industri Pengolahan 

4 Listrik, Gas & Air 

5 Bangunan! Konstruksi 

6 Perdagangan, Rumah 

Makan dan Akomodasi 

7 Angkutan, Pergudangan 
& Komunikasi 

8 Keuangan, Perbankan & 
Jasa 

13.704 11,64 

7.761 6,59 

526 0,45 

6.031 5,12 

21.811 18,52 

5.350 4,54 

803 0,68 

13.662 11,43 3.724 2,80 

9.848 8,24 6.049 4,54 

513 0,43 240 0,18 

8.628 7,22 8.801 6,61 

21.040 17,60 25.925 19,46 

6.469 5,41 6.983 5,24 

1.132 0,95 1.352 1,01 
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, ~iwa , , .. }Yo, ,, , 

Perusahaan 

9 Jasa-jasa 14.164 12,03 12.736 10,65 14.188 10,65 

:•.:,: •.. : ... JUMLAH ,
1
' ,<:;:~,,., 

1
, 117:762 . ~00' · :..~?:~~~:llOO 133:22:~. ··,,1,~1~1 

Sumber: BPS Kab.Kobar 2016 

Tabel4.5 
PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat Atas Dasar Barga Berlaku 

Menurut Lapangan Usaha 2011-2014 (Dalamjuta rupiah) 

N'ct ;",'' ... : . ' ; SEKTOR. t .• ' '. :i(h3;,' :•, 2014:; l~~~ "' 
'•'• ' . • '. - . . '•f· _, .. '~ ... - - ; ~ <i- .~ ' . --~. 

1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 3.010.372,88 3.373.465,74 

2 Pertambangan dan Penggalian 177.785,01 166.619,72 

3 Industri Pengo1ahan 2.529.594,31 2.978.467,82 

4 Pengadaan Listrik dan Gas 3.545,07 4.192,24 

5 Pengadaan Air, Penge1o1aan Sampah, 8.311,75 10.181,77 
Limbah dan Daur U1anl!. 

6 Konstruksi 853.762,51 986.688,59 

7 Perdagangan Besar dan Eceran; 
1.193.026,32 1.392.026,03 

Reoarasi Mobil dan Seoeda Motor 
8 Transportasi dan Pergudangan 802.796,53 921.626,23 

9 Penyediaan Akomodasi dan Makan 131.013,34 144.358,24 
Min urn 

10 lnformasi dan Komunikasi 102.598,99 116.329,32 

11 J asa Keuangan dan Asuransi 496.777,64 602.773,60 

12 Real Estate 185.896,04 201.975,11 

13 J asa Perusahaan 4.877,20 5.732,51 

14 Admllllstrasi Pemerintahan, Pertahanan 331.890,48 375.913,97 
dan J amiuan So sial Waiib 

15 J asa Pendidikan 252.987,12 263.344,70 

16 J asa Kesehatan dan Kegjatan So sial 11.058,53 130.909,94 

17 Jasa Lainnya 96.714,74 106.819,20 

·''i•l:'\''• [;,?<~ -., '"-,-,'- ·-·,,-· totAl: i>oru:f~ · ::, · .. ,. ~ 
c' iid9:f:6Q8;44 · 

. -~-- - ",;. ' ,_,,.- -··:_..,. __ ., 
.... 1H8J.424;~2 

Sumber: BPS Kab.Kobar 2016 
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3. Pegawai Negeri Sipil 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Kotawaringin Barat pada bulan Juni 2017 adalah sebanyak 4261 orang 

dengan 1atar belakang bervariasi mulai dari lulusan SD sampai lulusan S3. 

Secara lengkap, tingkat pendidikan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada tabe1 berikut : 

Tabel4.6 
Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat 
Juni 2017 

SD 23 8 31 

SMP 28 10 38 

SMA 556 324 880 

D1 12 12 24 

D2 239 254 493 

D3 292 489 781 

D4 51 21 72 

Sarjana Muda 36 50 86 

Sl 842 868 1710 

10 S2 101 45 146 

11 S3 

:,, . JUMLAHc; ;:,~·-::-; _I 21so .. ;;. ~Q~l·r . 42~~ ·":.;;:', 

Sumber : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Kobar 
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Sementara komposisi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Golongan 

Ruang dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel4.7 
Jumlah PNS Berdasarkan Golongan 

Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat 
Juni 2017 

Go1ongan I 18 5 23 

Go1ongan II 425 374 799 

Go1ongan III 1166 1271 2437 

GolonganiV 571 431 1002 

r,:~:r:- ·:: ·· ::~;~·: ~tE;J~C: ; ; :";!s~ .-.· ·: · ,,_,~~8~!". ·. · :.· .: . ·.12~f£ ::i ':S· 
Sumber : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Kobar 

1 

2 

3 

4 

Tabel4.7 
Jumlah PNS Berdasarkan Eselonering 

Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat 
Juni 2017 

:Jumlah 
,<; 

:· Wilni!a 
~ 

'..,><' -;,~\'::;'~~:; .. v.?;;~~~ .,·-~ ;..-.. u .. c:;· ,.;:~,,..,·, 

Eselon II 27 5 32 

Eselon III 131 38 169 

Eselon IV 371 181 552 

Eselon V 3 3 

/JUMLAH·-·" . 756'· 
..'.:,-_,. .. ;< 
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4. Struktur Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian, 

Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kotawaringin Barat 

a. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 

Kabupaten Kotawaringin Barat mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 

71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok 

dan Fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten 

Kotawaringin Barat sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 

6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Kotawaringin Barat, terdiri atas : 

1. Kepala Badan ; 

2. Sekretaris, terdiri dari : 

a. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pengendalian Program 

b. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Perlengkapan. 

3. Bidang, terdiri dari : 

a. Bidang Pengangkatan Dan Mutasi, terdiri dari : 

(I) Sub Bidang Formasi Dan Mutasi Pindah; 

(2) Sub Bidang Jabatan; 

(3) Sub BidangMutasi Kepangkatan. 

b. Bidang Diklat Dan Data, terdiri dari : 

(I) Sub Bidang Pengembangan SDM; 

(2) Sub Bidang Data Dan Informasi; 

(3) Sub Bidang Diklat Kepemimpinan, Teknis Dan Fungsional 
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c. Bidang Pembinaan Dan Kesejabteraan, terdiri dari : 

(1) Sub Bidang Kesejahteraan Dan Hak Pegawai; 

(2) Sub Bidang Disiplin; 

(3) Sub Bidang KORPRI 

4. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan 

Pelatihan Kabupaten Kotawaringin Barat dapat secara tersusun 
. 

sebagaimana disajikan dalam gambar 4.2 sebagai berikut : 
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KEPALA 
BAD AN 

SEKRETARIA T 

KELOMPOKJABATAN I I 
FUNGSIONAL SUB BAG SUBBAG 

Keuangan, Perencanaan Umum, Kepegawaian 
dan Pengendalian dan Perlengkapan 

Program 

I I I 
Bidang Bidang Bidang 

Pengangkatan Diklat Dan Data 
Dan Mutasi Pembinaan Dan 

I I I 

Sub Bidang Sub Bidang Sub Bidang 
- Fonnasi Dan - Pengembangan - Kesejahteraan Dan 

Mutasi Pindah SDM Hak Pegawai 

Sub Bidang Sub Bidang Sub Bidang 
- Jabatan I- Data Dan I-- Disiplin 

lnformasi 

Sub Bidang Sub Bidang 
'---- Mutasi '---- Diklat L- Sub Bidang 

Kepangkatan Kepemimpinan. KORPRI 
Teknis Dan 
Fungsional 

UP1B 

Gambar4.2 
Struktur Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 

Kabupaten Kotawaringin Barat 
Sumber : Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 
Kabupaten Kotawaringin Barat 
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b. Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Wewenang 

Berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 71 

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan 

Fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten 

Kotawaringin Barat, maka Badan Kepegawaian, Pendidikan dan 

Pelatihan Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai kedudukan, tugas 

pokok, fungsi dan wewenang sebagai berikut : 

I. Kedudukan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 

Kabupaten Kotawaringin Barat. 

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mempunyar 

kedudukan sebagai unsur penunjang bidang Kepegawaian dan 

fungsi penunjang bidang Pendidikan dan Pelatihan. 

2. Tugas Pokok Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 

Kabupaten Kotawaringin Barat. 

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas 

membantu Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian daerah 

dalam seluruh tahapan proses manajemen ASN Daerah yaitu upaya 

meningkatkan efisiensi, efektifitas dan derajat profesionalisme, 

penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban pegawai yang 

meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, 

penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan dan pemberhentian 

ASNDaerah. 
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3. Fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten 

Kotawaringin Barat. 

a. Penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan daerah 

di bidang kepegawaian; 

b. Perencanaan dan Pengembangan ASN Daerah; 

c. Penyiapan Kebijakan Teknis Pengembangan ASN Daerah; 

d. Penyiapan dan Pelaksanaan Pengangkatan, Kenaikan Pangkat, 

Pemindahan dan Pemberhentian ASN Daerah; 

e. Pelayanan Administrasi Kepegawaian dalam pengangkatan, 

pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan 

struktural atau fungsional; 

f. Penyiapan dan Penetapan Pensiun ASN Daerah; 

g. Penyiapan dan Penetapan gaji, Tinjangan dan Kesejahteraan 

ASNDaerah; 

h. Pengelolaan Sistem Informasi ASN Daerah; 

1. Penyampaian Informasi ASN Daerah kepada Badan 

Kepegawaian Negara; 

j. Penyelenggaraan Adminstrasi KORPRI Kabupaten 

Kotawaringin Barat; dan 

k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. 
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4. Wewenang Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 

Kabupaten Kotawaringin Barat 

a. Penyusunan Fonnasi; 

b. Pengangkatan CPNS Daerah; 

c. Pengangkatan menjadi PNS Daerah; 

d. Penetapan Kenaikan Pangkat PNS; 

e. Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan 

dari Jabatan Struktural dan J abatan Fungsional; 

f. Pemberhentian sementara dari Jabatan PNS yang 

diperbantukan; 

g. Pemberhentian CPNS yang tidak memenuhi syarat untuk 

diangkat meqjadi PNS; dan 

h. Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan honnat bagi 

PNS Daerah berpangkat III/d ke bawah. 

Melihat struktur organisasi, kedudukan, tugas pokok dan fungsi 

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten 

Kotawaringin Barat, Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan merupakan 

unsur pelaksana Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, yang 

dipimpin oleh Kepala Bidang dan mempunyai tugas pokok 

merencanakan, mengkoordinasikan, pembinaan dan pelaksanaan di 

bidang pembinaan dan kesejahteraan pegawai dimana lebih spesifiknya 

ditangani oleh Sub Bidang Disiplin. Hal tersebut secara rinci dapat 
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dijelaskan sebagai berikut: 

Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan dalam melaksanakan 

tugas, menyelenggarakan fungsi: 

a. Merencanakan program kelja pembinaan dan kesejahteraan; 

b. Membagi tugas kepada sub bidang sesuai tugas dan fungsi masing-

masing; 

c. Memberikan petunjuk kepada sub bidang; 

d. Memeriksa dan mengevaluasi basil kelja sub bidang; 

e. Mengoleksi dan menyempumakan konsep/telaahan staf dari sub 

bidang; 

f Menyampaikan laporan kegiatan kepada atasan; 

g. Mengoordinasikan tugas-tugas dengan dinas!badan/unit satuan 

kelja; 

h. Mengevaluasi dan menilai prestasi kelja kepala sub bidang; 

1. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala badan baik 

secara tertulis maupun lisan tentang pelaksanaan tugas Bidang 

Pembinaan dari Kesejahteraan; 

J. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala badan 

kepegawaian; 

k. Melaporkan basil pelaksanaan tugas kepada kepala badan 

kepegawaian; dan 

I. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 
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Lebih lanjut Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan dibantu 

oleh Sub Bidang Disiplin dalam hal yang terkait dengan Pembinaan 

disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sub Bidang Disiplin memiliki merupakan 

unsur pelaksana Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan yang dipimpin 

oleh Kepala Sub Bidang dan mempunyai tugas pokok melaksanakan 

kegiatan pemprosesan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten kotawaringin Barat, melaksanakan 

kegiatan proses izin PNS yang ikut PILKADA, melaksanakan kegiatan 

pemantauan PNS dan memproses basil pemantauan disiplin PNS, 

melaksanakan kegiatan proses pemberhentian PNS atas permintaan 

sendiri maupun tidak atas permintaan sendiri, melaksanakan kegiatan 

proses izin perkawinan PNS, melaksanakan kegiatan proses izin 

perceraian PNS, melaksanakan kegiatan proses sumpahl janji PNS, 

melaksanakan kegiatan penyusunan draft Peraturan Bupati tentang 

Pendelegasian Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS, melaksanakan 

kegiatan penyusunan draft Instruksi Bupati tentang Disiplin PNS. 

dalam melaksanakan tugas sendiri, Kepala Sub Bidang Disiplin 

menyelenggarakan fungsi : 

a. Menyusun Program Ke~ja Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri 

Sipil; 

b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, 

kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-
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bahan Iainnya yang berhubungan dengan pembinaan disiplin 

Pegawai Negeri Sipil (PNS); 

c. Menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan 

dengan pembinaan disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS); 

d. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan dan menyiapkan 

bahan serta telaahan staf untuk pemecahan masalah yang berkaitan 

dengan pembinaan disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS); 

e. Menyiapkan bahan dan menyusun jadwal kegiatan rapat Majelis 

Pertimbangan Pegawai Negeri Sipil (MPP) Kabupaten 

Kotawaringin Barat; 

f Memproses administrasi penjatuhan hukuman disiplin Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) sesuai disposisi Pejabat Pembina Kepegawaian 

Daerah (Bupati); 

g. Menyiapkan pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Disiplin Pegawai 

Negeri Sipil; 

h. Menyiapkan pelaksanaan Bimbingan Teknis Implementasi 

Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 

i. Melakukan evaluasi terhadap Rekapitulasi Daftar Hadir Satuan 

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Kotawaringin Barat; 

J. Menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Kbusus (LHPK) 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang disampaikan oleh Inspektorat 

Kabupaten Kotawaringin Barat; 
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k. Melakukan penyimpanan dan menjaga kerahasiaan berkas-berkas 

kasus pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 

dokumen penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

;dan 

I. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara 

berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan togas Bidang 

Pembinaan dan Kesejahteraan. 

B. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 

tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 

Dalam rangka meningkatkan kineija dan memberikan pelayanan 

kepada masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat, perlu adanya Pembinaan 

terhadap Pegawai Negeri Sipil agar tercipta Pegawai Negeri Sipil yang 

banda!, profesional dan bermoral serta sadar akan tanggung jawab untuk 

menyelenggarakan togas pokok dan fungsinya sebagaimana diatur dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai 

Negeri Sipil yang memoat kewajiban, larangan, sanksi apabila tidak menaati 

kewajiban atau larangan. Peraturan ini merupakan pedoman bagi setiap 

Pegawai Negeri Sipil yang sifatnya regulatory policy yang berarti bahwa 

merupakan kebijakan yang mengatur tentang pembatasan terhadap soatu 

perbuatan/tindakan baik di dalam maopun di luar jam keija yang mana 

tersebut juga dijadikan sebuah indikator untuk mengetahui tingkat 
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kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil. Berdasarkan pasal 3 Peraturan 

Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, 

kewajiban PNS antara lain meliputi : 

1. mengucapkan sumpah/janji PNS; 

2. mengucapkan sumpah/janjijabatan; 

3. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, dan Pemerintah; 

4. menaati segala ketentuan peraturan perundangundangan; 

5. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan 

penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab; 

6. menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS; 

7. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, 

seseorang, dan/atau golongan; 

8. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah 

harus dirahasiakan; 

9. bekeija denganjujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan 

negara; 

10. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal 

yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah 

terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil; 

11. masuk keija dan menaati ketentuanjam keija; 

12. mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan; 
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13. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan 

sebaik-baiknya; 

14. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat; 

15. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas; 

16. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan 

karier; dan 

17. menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang 

berwenang. 

Sementara berdasarkan pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 

2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, larangan PNS adalah: 

1. menyalahgunakan wewenang; 

2. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau 

orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain; 

3. tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekeija untuk negara lain 

dan/atau lembaga atau organisasi intemasional; 

4. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya 

masyarakat asing; 

5. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau 

merninjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, 

dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah; 

6. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, ternan sejawat, bawahan, 

atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan keijanya dengan 
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tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara 

langsung atau tidak langsung merugikan negara; 

7. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun 

baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk 

diangkat dalam jabatan; 

8. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapunjuga yang 

berhubungan denganjabatan dan/atau pekerjaannya; 

9. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya; 

10. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang 

dapat mengbalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani 

sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; 

11. mengbalangi berjalannya tugas kedinasan; 

12. memberikan dukungan kepada caJon Presiden!Wakil Presiden, Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah dengan cara : 

a. ikut serta sebagai pelaksana kampanye; 

b. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau 

atribut PNS; 

c. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; danlatau 

d. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara. 

13. memberikan dukungan kepada caJon Presiden/Wakil Presiden dengan 

cara: 
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a. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau 

merugikan saJab satu pasangan caJon seJama masa kampanye; 

dan/a tau 

b. mengadakan kegiatan yang mengarab kepada keberpihakan 

terhadap pasangan caJon yang menjadi peserta pemiJu sebeJum, 

seJama, dan sesudab masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, 

himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam 

Jingkungan unit kerjanya, anggota keJuarga, dan masyarakat. 

14. memberikan dukungan kepada caJon anggota Dewan Perwak:iJan Daerah 

atau caJon Kepala Daerah!WakiJ Kepala Daerab dengan cara 

memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk 

atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesua1 peraturan 

perundangundangan;dan 

15. memberikan dukungan kepada caJon KepaJa Daerah!WakiJ KepaJa 

Daerab, dengan cara : 

a. terlibat daJam kegiatan kampanye untuk mendukung caJon KepaJa 

Daerah/WakiJ Kepala Daerah; 

b. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan daJam kegiatan 

kampanye; 

c. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau 

merugikan saJab satu pasangan caJon selama masa kampanye; 

danlatau 
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d. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan 

terhadap pasangan caJon yang menjadi peserta pemilu sebelum, 

selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, 

himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam 

lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat. 

Inspektur Kab. Kotawaringin Barat Bapak Suyanto, SH., MH 

menyampaikan pemahamannya terkait Peraturan Pemerintah Nomor 53 

Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil secara umum: 

" ... PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS ini sebenarnya aturan 
yang sudah sangat rigid, ada kewajiban, ada larangan dan sanksi, jadi 
mempermudah Pemerintah secara umum untuk menerapkannya 
dibandingkan PP sebelumrrya yaitu PP 30 Tahun /980 karena dalam 
PP 53 Tahun 2010 ini perjenis pelanggaran sudah jelas sanksinya ... " 
(Hasil wawancara tanggal 04 September 2017). 

Kepala Sub Bidang Disiplin BKPP Kab. Kotawaringin Barat Bapak 

Donny Putra, SH dalam wawancara dengan penulis ditempat berbeda 

menyampaikan juga pemahamannya tentang Peraturan Pemerintah Nomor 

53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil : 

" ... PP 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS secara umum memuat 
tentang kewajiban, larangan, Hukuman Disiplin yang dimu/ai dari 
jenisnya sampai dengan Pejabat yang berwenang menjatuhkan 
hukuman disiplin, kemudian tata cara pemeriksaan, banding 
administratif dan yang terakhir pendokumentasian hukuman 
disiplin ... "(Hasil wawancara tanggal16 Agustus 2017). 

Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah 

Kab. Kotawaringin Barat Bapak Bambang Wahyusuf, SH menambahkan : 
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" ... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil merupakan paradigma baru da/am pembinaan 
disiplin PNS sete/ah sebelumnya menggunakan PP 30 Tahun 1980 
tentang Peraturan Disiplin PNS. Di dalamnya dimuat tentang 
kewajiban, larangan dan sanksi untuk PNS yang melanggar kewajiban 
dan larangan tersebut ... " (Hasi1 wawancara tangga1 28 Agustus 20 17). 

Lebih 1anjut dalam pasa1 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 

2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipi1, "PNS yang tidak menaati 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 danlatau Pasa/ 4 dijatuhi 

hukuman disiplin ". Adapun tingkat dan jenis hukuman disip1in PNS 

berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 

Disip1in Pegawai Negeri Sipi1 adalah : 

( 1) Tingkat hukuman disip1in terdiri dari: 

a. hukuman disip1in ringan; 

b. hukuman disip1in sedang; dan 

c. hukuman disip1in berat. 

(2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a terdiri dari : 

a. teguran Iisan; 

b. teguran tertu1is; dan 
I 

c. pernyataan tidak puas secara tertulis. 

(3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

hurufb terdiri dari: 

a. penundaan kenaikan gaji berkala selama I (satu) tahun; 

b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan 
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c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun. 

(4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

c terdiri dari: 

a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; 

b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih 

rendah; 

c. pembebasan dari jabatan; 

d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai 

PNS; dan 

e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. 

Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan BKPP Kab. 

Kotawaringin Barat Bapak Hariyadi, SH menyampaikan terkait hukuman 

disiplin bagi PNS yang melanggar ketentuan Peraturan pemerintah Nomor 

53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil : 

" ... setiap PNS wajib mempedomani PP 53 Tahun 2010 baik di dalam 
maupun di luar jam kerja dan bagi yang melanggarnya akan dijatuhi 
hukuman disiplin berdasarkan tingkat pelanggarannya, mulai dari 
tingkat ringan, sedang dan berat ya, itu harus dipegang semua PNS 
tidak terkecuali di Kobar ini ... " (Hasil wawancara tanggal 16 Agustus 
2017). 

Selain kewajiban, larangan serta jenis hukuman disiplin, Peraturan 

Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 

secara jelas juga mengatur Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman 

disiplin dalam Pasal 20 sebagai berikut : 
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(1) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan 

penjatuhan hukuman disiplin bagi: 

a. PNS Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan: 

1. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota di lingkungannya, untuk jenis 

hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), 

ayat (3 ), dan ayat ( 4) huruf a; 

2. fungsional tertentu jenjang Utama di lingkungannya, untuk jenis 

hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), 

ayat (3), dan ayat ( 4); 

3. fungsional umum golongan ruang IV/d dan go Iongan ruang IV /e, 

untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 7 ayat (2), ayat (3 ), dan ayat ( 4) huruf a, huruf d, dan huruf 

4. struktural eselon II dan fungsional tertentu jenjang Madya dan 

Penyelia di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat 

(4); 

5. fungsional umum golongan ruang IV/a sampai dengan golongan 

ruang IV/c di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) huruf 

a, huruf d, dan huruf e; 

6. struktural eselon III ke bawah dan fungsional tertentu jenjang 

Muda dan Penyelia ke bawah di lingkungannya, untuk jenis 
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hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) 

dan ayat ( 4 ); dan 

7. fungsional umum golongan ruang III/d ke bawah di 

lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat ( 4) huruf a, huruf d, 

danhurufe; 

b. PNS yang dipekerjakan eli lingkungannya yang menduduki jabatan: 

1. Sekretaris Daerah Kabupaten!Kota, untuk jenis hukuman disiplin 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); 

2. fungsional tertentu jenjang Utama, untuk jenis hukuman disiplin 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat ( 4) huruf 

b dan huruf c; 

3. fungsional umum golongan ruang IV/d dan golongan ruang IV/e, 

untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 7 ayat (2); dan 

4. struktural eselon II ke bawah dan fungsional tertentu jenjang 

Madya dan Penyelia ke bawah, untuk jenis hukuman disiplin 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (4) huruf 

b dan huruf c; 

c. PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan: 

1. Sekretaris Daerah Kabupaten!Kota, untuk jenis hukuman disiplin 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat 

(4) hurufa; 
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2. fungsional tertentu jenjang Utama, untuk jenis hukuman disiplin 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3 ), dan ayat 

(4) hurufa, hurufb, dan hurufc; 

3. fungsional umum golongan ruang IV/a sampai dengan golongan 

ruang IV/e, untukjenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a; 

4. struktural eselon II dan fungsional tertentu jenjang Madya, untuk 

jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 

ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) hurufa, hurufb, dan hurufc; 

5. struktural eselon m ke bawah dan fungsional tertentu jenjang 

Muda dan Penyelia ke bawah, untuk jenis hukuman disiplin 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) huruf 

a, hurufb, dan huruf c; dan 

6. fungsional umum golongan ruang III!c dan golongan ruang III/d, 

untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal7 ayat (3) dan ayat (4) hurufa; 

d. PNS yang dipekerjakan ke luar instansi induknya yang menduduki 

jabatan: 

l. struktural eselon II ke bawah dan fungsional tertentu jenjang 

Utama ke bawah untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) huruf a, huruf d, 

dan huruf e; dan 
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2. fungsional umum golongan ruang IV/e ke bawah untuk jenis 

hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) 

dan ayat ( 4) huruf a, huruf d, dan huruf e; 

e. PNS yang diperbantukan ke luar instansi induknya yang menduduki 

jabatan struktural eselon II ke bawah dan jabatan fungsional tertentu 

jenjang Utama ke bawah serta jabatan fungsional umum golongan 

IV/e ke bawah, untukjenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud 

dalam Pas a! 7 ayat ( 4) huruf d dan huruf e; 

f. PNS yang dipekeijakan atau diperbantukan pada Perwakilan 

Republik Indonesia di luar negeri, untuk jenis hukuman disiplin 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) huruf a, 

huruf d, dan huruf e; dan 

g. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan pada negara lain atau 

badan intemasional, atau tugas di luar negeri, untuk jenis hukuman 

disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan 

ayat ( 4) huruf a, huruf d, dan huruf e. 

(2) Sekretaris Daerah Kabupaten!Kota, menetapkan penjatuhan hukuman 

disiplin bagi: 

a. PNS yang menduduki jabatan: 

1. struktural eselon II di lingkungannya, untuk jenis hukuman 

disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); 

2. struktural eselon III, fungsional tertentu jenjang Muda dan 

Penyelia, dan fungsional umum golongan ruang III/c dan 
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golongan ruang lll/d di lingkungannya, untuk jenis hukuman 

disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); dan 

3. struktural eselon IV, fungsional tertentu jenjang Pertama dan 

Pelaksana Lanjutan, dan fungsional umum golongan ruang II/c 

sampai dengan golongan ruang IIIIb di lingkungannya, untuk 

jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 

ayat (3) huruf a dan hurufb; 

b. PNS yang dipekeijakan atau diperbantukan di lingkungannya yang 

menduduki jabatan struktural eselon III, jabatan fungsional tertentu 

jenjang Muda dan Penyelia, dan jabatan fungsional umum golongan 

ruang III/c dan golongan ruang III/d, untuk jenis hukuman disiplin 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); dan 

c. PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan 

struktural eselon IV, jabatan fungsional tertentu jenjang Pertama dan 

Pelaksana Lanjutan, dan jabatan fungsional umum golongan ruang 

II/c sampai dengan golongan ruang III!b, untuk jenis hukuman 

disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan 

hurufb. 

(3) Pejabat struktural eselon II menetapkan penjatuhan hukuman disiplin 

bagi: 

a. PNS yang menduduki jabatan: 

I. struktural eselon III, fungsional tertentu jenjang Muda dan 

Penyelia, dan fungsional umum golongan ruang III!c dan 
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golongan ruang lll/d di Iingkungannya, untuk jenis hukuman 

disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); dan 

2. struktural eselon IV, fungsional tertentu jenjang Pertama dan 

Pelaksana Lanjutan, dan fungsional umum golongan ruang II/c 

sampai dengan golongan ruang llllb di Iingkungannya, untuk 

jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 

ayat (3) huruf a dan hurufb; 

b. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di Iingkungannya yang 

menduduki jabatan struktural eselon ill, jabatan fungsional tertentu 

jenjang Muda dan Penyelia, dan jabatan fungsional umum golongan 

ruang III!c dan golongan ruang Illld, untuk jenis hukuman disiplin 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); dan 

c. PNS yang diperbantukan di Iingkungannya yang menduduki jabatan 

struktural eselon IV, jabatan fungsional tertentu jenjang Pertama dan 

Pelaksana Lanjutan, dan jabatan fungsional umum golongan ruang 

Illc sampai dengan golongan ruang III/b, untuk jenis hukuman 

disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan 

hurufb. 

( 4) Pejabat struktural eselon Ill menetapkan penjatuhan hukuman disiplin 

bagi: 

a. PNS yang menduduki jabatan: 

1. struktural eselon IV, fungsional tertentu jenjang Pertama dan 

Pelaksana Lanjutan, dan fungsional umum golongan ruang II/c 
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sampai dengan golongan ruang lll/b di lingkungannya, untuk 

jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 

ayat (2); dan 

2. struktural eselon V, fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan 

Pelaksana Pemula, dan fungsional umum golongan ruang lila 

dan golongan ruang IIIb di lingkungannya, untuk jenis hukuman 

disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a 

danhurufb; 

b. PNS yang dipekeijakan atau diperbantukan di lingkungannya yang 

menduduki jabatan struktural eselon IV, jabatan fungsional tertentu 

jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan jabatan fungsional 

umum golongan ruang liic sampai dengan golongan ruang III!b, 

untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 

ayat (2); dan 

c. PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan 

struktural eselon V, jabatan fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan 

Pelaksana Pemula, dan jabatan fungsional umum go Iongan ruang lila 

dan golongan ruang II!b, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b. 

(5) Pejabat struktural eselon IV dan pejabat yang setara menetapkan 

penjatuhan hukuman disiplin bagi: 

a. PNS yang menduduki jabatan: 
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1. struktural eselon V, fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan 

Pelaksana Pemula, dan fungsional umum golongan ruang IVa 

dan go Iongan ruang II/b di lingkungannya, untuk jenis hukuman 

disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); dan 

2. fungsional umum golongan ruang Ila sampai dengan golongan 

ruang Ild, untuk hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 7 ayat (3) hurufa danhurufb; 

b. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang 

menduduki jabatan struktural eselon V, fungsional tertentu jenjang 

Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan jabatan fungsional umum 

golongan ruang II!a dan golongan ruang II/b, untuk jenis hukuman 

disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); dan 

c. PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan 

fungsional umum golongan ruang Ila sampai dengan golongan ruang 

Ild, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

7 ayat (3) huruf a dan hurufb. 

(6) Pejabat struktural eselon V dan pejabat yang setara menetapkan 

penjatuhan hukuman disiplin bagi: 

a. PNS yang menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang I/a 

sampai dengan golongan ruang Ild di lingkungannya, untuk jenis 

hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); dan 

b. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang 

menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang I/a sampai 
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dengan golongan ruang 1/d, untuk jenis hukuman disiplin 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2). 

Berkenaan dengan Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman 

disiplin, Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan Sekretariat 

Daerah Kab. Kotawaringin Barat Bapak Bambang Wahyusuf, SH 

menyinggung hal tersebut sebagai berikut : 

" ... para pejabat struktural harus paham kewenangan yang melekat 
pada jabatannya terkait penjatuhan hukuman disiplin karena PP 53 
Tahun 2010 sudah memberikan wewenang itu secara jelas di Pasal 
20 ... " (Hasil wawancara tanggal28 Agustus 20 17). 

Ditambahkan pula oleh Inspektur Kab. Kotawaringin Barat Bapak 

Suyanto, SH., MH : 

" ... seperti yang saya sampaikan tadi, PP 53 ini sudah sangat rigid 
mengatur detail-detail termasuk Pejabat yang berwenang menjatuhkan 
hukuman disiplin, tingga/ bagaimana kemauan pejabat tersebut 
menjalankannya ... " (Hasil wawancara tanggal 04 September 20 17). 

2. Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penjatuhan 

Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Kotawaringin 

Barat 

Implementasi kebijakan pemerintah dalam penjatuhan hukuman 

disiplin PNS di Kabupaten Kotawaringin Barat didasarkan pada Peraturan 

Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai. Negeri Sipil 

dan Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin 
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Pegawai Negeri Sipil. Lebih lanjut, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin 

Barat setiap tahunnya juga menerbitkan Surat Edaran Bupati Kotawaringin 

Barat tentang Prosedur Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin PNS dan 

Tindak Pidana sebagaimana disampaikan oleh Kepala Bidang Pembinaan 

dan Kesejahteraan BKPP Kab. Kotawaringin Barat Bapak Hariyadi, SH : 

" ... salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat 
dalam mengkomunikasikan penerapan PP 53 Tahun 2010 tentang 
Disiplin PNS adalah dengan menerbitkan Edaran Bupati yang setiap 
tahunnya dikirim ke seluruh SOPD terkait prosedur penanganan 
pelanggaran disiplin PNS ... " (Hasil Wawancara Tanggal 15 Agustus 
2017). 

Hal senada juga dibenarkan oleh Kepala Sub Bidang Disiplin BKPP 

Kab. Kotawaringin Barat Bapak Donny Putra, SH sebagai pejabat teknis 

yang merumuskan edaran Bupati terkait Prosedur Penanganan Kasus 

Pelanggaran Disiplin PNS : 

" ... kami setiap tahun selalu memperbaharui Sural Edaran Bupati 
tentang Prosedur Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin PNS dan 
Tindak Pidana yang kemudian kami kirimkan ke Seluruh SOPD baik 
yang berada di dalam kota maupun di Kecamatan-kecamatan yang 
berada di pelosok. .. " (Hasil wawancara tangga116 Agustus 20 17). 

Penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten 

Kotawaringin Barat sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 

53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil terlihat secara nyata 

telah diterapkan yang dibuktikan dengan jumlah Penjatuhan Hukuman 

Disiplin semakin banyak dan bervariasi jenisnya sebagaimana ditampilkan 

dalam tabel di bawah ini : 
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1. 

NO 

2. 

Tabel4.9 
DAFTAR PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN 

TAHUN 2014-2016 

.Jenis TAHUN Jenis Pelanggaran 
Hukuman Disiplin 

Tidak masuk kelja tanpa 
Hukuman Disiplin Tingkat Berat 
: Pemberhentian Dengan Hormat 

keterangan yang sah 
Tidak Atas Permintaan Sendiri 

selama 529 hari kelja 
Sebagai Pegawai N egeri Sipil 

Tidak masuk kelja tanpa 
Hukuman Disiplin Tingkat Berat 
: Pemberhentian Dengan Hormat 

keterangan yang sah 
Tidak Atas Permintaan Sendiri 

selama 204 hari kelja 
Sebagai Pegawai N egeri Sipil 

Tahun2014 

Tidak masuk kerja tanpa 
Hukuman Disiplin Tingkat Berat 
: Pemberhentian Dengan Hormat 

keterangan yang sah 
Tidak Atas Permintaan Sendiri 

selama 321 hari kelja 
Sebagai Pegawai Negeri Sipil 

Hukuman Disiplin Tingkat Berat 
: Penurunan Pangkat Setingkat 

Menjadi isteri kedua Iebih Rendah selama 3 (tiga) 
tahun 

TOTAL 

.Jenis TAHUN Jenis Pelanggaran 
Hukuman Disiplin 

Hukuman Disiplin Tingkat Berat 
Tidak masuk kelja tanpa : Pemberhentian Tidak Dengan 

keterangan yang sah Hormat Sebagai Pegawai Negeri 
selama 5 51 hari kelja Sipil 

Hukuman Disiplin Tingkat Berat 
Tidak masuk kelja tanpa . Pemberhentian Tidak Dengan Tahun 2015 keterangan yang sah Honnat Sebagai Pegawai Negeri 

selama 349 hari kelja Sipil 

Hukuman Disiplin Tingkat Berat 
Tidak masuk kelja tanpa . Pemberhentian Tidak Dengan 

keterangan yang sah Hormat Sebagai Pegawai Negeri 
selama 270 hari kelja 

Sipil 

113 

Jumlah 

1 

1 

1 

1 

4 

.Jumlah 

1 

I 

1 
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Tidak masuk kelja taupa 
Hukumau Disiplin Tiugkat Berat 

I : Pemberheutiau Tidak Deugau 
keteraugau yang sah 

Hormat Sebagai Pegawai Negeri 
selama 663 hari kelja 

Sipil 

Tidak masuk kelja taupa 
Hukuman Disipliu Tiugkat Berat 

1 : Pemberhentiau Tidak Dengau 
keteraugau yang sah 

Hormat Sebagai Pegawai Negeri 
selama 327 hari kelja 

Sipil 

TOTAL 5 

Jenis Jumlah NO TAHUN Jenis Pelanggaran 
Hukuman Disiplin 

Hukumau Disipliu Tiugkat 
Tidak masuk kelja tanpa Berat : Pemberhentiau 

I 
keteraugau yang sah Tidak Deugau Hormat 
selama 209 hari kelja Sebagai Pegawai Negeri 

Sipil 
Berdasarkau Putusau Hukuman Disipliu Tiugkat 
Pengadilau Tiudak 

Berat : Pemberhentiau 
2 Pidaua Korupsi Tidak Dengan Hormat 

diuyatakau bersarna-
Sebagai Pegawai Negeri 

sama melakukan tindak 
Sipil 

pidana korupsi 

Tidak rnasuk kelja tanpa 
Hukuman Disipliu Tiugkat 
Berat : Penurunau Pangkat 1 

keterangan yang sah 
Setingkat lebih Rendah 

3. Tahun2016 selama 96 hari kelja 
selama 3 (tiga) tahun 

Melakukan perceraiau 
taupa terlebih dahulu 

mendapat izin dari Hukuman Disiplin Tiugkat 
Bupati Kotawariugiu Berat : Penurunau Pangkat 1 

Barat dan Beristri lebih Setingkat lebih Rendah 
dari seorang taupa 

selama 3 (tiga) tahun 
terlebih dahulu 

mendapat izizn dari 
Buoati 

Hukurnan Disiplin Tingkat 
Tidak masuk kelja tanpa Sedaug : Penurunan 1 

keterangau yang sah Pangkat Setingkat lebih 
selama 30 hari kelja Rendah selama 1 ( satu) 

tahun 
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Hukuman Disiplin Tingkat 
Tidak masuk ketja tanpa Sedang : Penurunan 

1 keterangan yang sah Pangkat Setingkat lebih 
selama 31 hari ketja Rendah se1ama 1 ( satu) 

tahun 
Hukuman Disiplin Tingkat 

Tidak masuk ketja tanpa Sedang : Penurnnan 
1 keterangan yang sah Pangkat Setingkat Jebih 

se1ama 30 hari ketja Rendah se1ama 1 ( satu) 
tahun 

Hukuman Disiplin Tingkat 
Tidak masuk ketja tanpa 

keterangan yang sah Sedang : Penundaan 1 

se1ama 4 7 hari ketja 
Kenaikan Pangkat Selarna 1 

(satu) Tahun 

Tidak masuk ketja tanpa Hukuman Disiplin Tingkat 

keterangan yang sah 
Sedang : Penundaan 1 

se1ama 30 hari ketja 
Kenaikan Gaji Berkala 
Se1ama 1 (satu) Tahun 

TOTAL 10 

.. 
Sumber : Badan Kepegawatan, Pendidtkan dan Pelatthan Kab. Kobar 

Dari data penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil di 

lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat tersebut di atas, jenis 

pelanggaran disiplin yang rata-rata dilakukan adalah berupa tidak menaati 

ketentl!an jam keija, hal tersebut dipeijelas oleh Kepala Bidang Pembinaan 

dan Kesejahteraan BKPP Kab. Kotawaringin Barat Bapak Hariyadi, SH : 

" .. Jadi memang jenis pelanggaran disiplin yang banyak di/akukan 
oleh PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat 
adalah tidak menaati ketentuan jam kerja. Adapun alasan dari 
pelanggaran tidak menaati ketentuan jam kerja tersebut beragam, 
mulai dari malas sampai dengan takut karena dikejar oleh rentenir ke 
kantor ... "(Hasil wawancara tanggal15 Agustus 2017). 
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Terkait lmplementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam 

Penjatuhan Hukwnan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten 

Kotawaringin Barat, hasil temuan yang diperoleh melalui observasi, 

wawancara maupun melalui dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti 

ditemukan beberapa hal sebagai berikut : 

A. Komunikasi 

Komunikasi merupakan tahap awal yang penting dalam 

implementasi kebijakan. Komunikasi harus tepat danjelas diterima oleh 

para implementator. Kaitannya dengan implementasi Peraturan 

Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri 

Sipil, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat melalui Badan 

Kepegawaian, Pendidikao dan Pelatihao telah melakukan komunikasi 

dalam bentuk kegiatan berupa Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Siramao 

Rohaui, menerbitkan Edaran serta Instruksi terkait ketentuao Peraturan 

Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri 

Sipil. Tujuan dari kegiatao tersebut tidak lain adalah untuk menyamakan 

persepsi dalam hal pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 

2010 tentaog Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Hal tersebut disampaikan 

oleh Kepala Bidang Pembinaao BKPP Kab. Kotawaringin Barat Bapak 

Hariyadi, SH : 

" ... Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat setiap tahunnya 
selalu menganggarkan dana untuk kegiatan Sosialisasi, 
Bimbingan Teknis dan Siraman Rohani yang substansinya adalah 
penyampaian informasi terkait PP 53 Tahun 2010 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Untuk Kegiatan Sosialisasi dan 
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Bimbingan Teknis, peserta yang kami undang biasanya adalah 
Pejabat yang secara teknis menangani masalah kepegawaian di 
SOPD masing-masing. Sementara untuk kegiatan siraman rohani 
sendiri adalah upaya pembinaan mental spiritual bagi PNS di 
tingkat Kecamatan, yang di dalamnya kami selipkan informasi 
terkait PP 53 Tahun 2010 ... " (Hasil wawancara tanggal 15 
Agustus 20 17). 

Penulis kemudian mencoba menanyakan hal yang sama kepada 

Kepala Sub Bidang Disiplin BKPP Kab. Kotawaringin Barat Bapak 

Donny Putra, SH : 

" ... lya benar kami setiap tahun selalu melaksanakan sosialisasi 
dan bimbingan teknis. 1ni merupakan upaya Pemerintah Daerah 
untuk menyamakan persepsi dengan seluruh stakeholder dalam 
penerapan PP 53 Tahun 2010. Selama ini peserta yang kami 
undang adalah pejabat eselon 3 atau 4 yang menangani tentang 
kepegawaian di masing-masing SOPD. Untuk tahun 2016 yang 
/alu, peserta bimbingan teknis kami selipkan dari Kepala Seko/ah 
dan dari Pimpinan Puskesmas meskipun masih kami pilih, belum 
semua ... " (Hasil wawancara tanggal 16 Agustus 20 17). 

Penulis juga mencoba mengkonfirmasi ke salah satu Pelaksana di 

Kecamatan Pangkalan Lada, yaitu Bapak Sunarto : 

" ... bener mas, BKD tiap tahun pasti mengirim undangan untuk 
mengikuti bimtek kepegawaian yang ditujukan untuk pejabat yang 
mengurusi kepegawaian di kantor. Tapi kadang yang ditunjuk 
sama Pak Camat itu ya saya, karena saya ini kan di Kecamatan 
mengerjakan ini itu mas. Kadang kalau Kasubbag kepegawaian 
Kecamatan yang ikut bimtek tadi, nanti sampai Kecamatan 
informasinya gak diteruskan ke temen-temen di kantor juga mas. 
Jadi ya cuma ikut-ikut gitu aja, temen-temen di sini gak dapat info 
apa-apa ... "(Hasil wawancara tangga118 Agustus 2017). 

Penulis berusaha menanyakan juga ke Pelaksana di Kecamatan 

Kotawaringin Lama, dimana Kecamatan tersebut termasuk Kecamatan 

yang jaraknya cukup jauh dari Ibu Kota Kabupaten, yaitu Bapak Rosi 

Syafitrian Nor : 
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" ... nah kalau sosialisasi gitu-gitu gak pernah tahu. 1'ahu aja ada 
PP 53 tentang Disiplin PNS, tapi kalau masalah undangan 
sosialisasi, bimtek terus edaran-edaran tentang PP 53 gitu gak 
pernah tahu barangnya. Oia kalau siraman rohani tahu karena 
pelaksanaannya kan di Aula Kecamatan setiap tahun, memang 
kadang habis ceramah agama ada diselipkan info tentang disiplin 
PNS, tapi kalau undangan bimtek sosialisasi gitu biasanya 
diselesaikan kasubbag kepegawaian ... " (Hasil wawancara tanggal 
25 Agustus 20 17). 

Pendapat yang sedikit berbeda disarnpaikan oleh Inspektur Kab. 

Kotawaringin Barat Bapak Suyanto, SH., MH terkait komunikasi 

kebij akan ini : 

" ... sosialisasi sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah tapi 
belum cukup. Artinya begini, pemahaman terhadap isi sebuah 
kebijakan harus selalu dibangun setiap waktu kepada Pegawai 
Negeri Sipil. Selain sosialisasi, evaluasi juga perlu dilakukan 
terhadap pelaksanaan sosialisasi ini apakah sudah efektif dalam 
pelaksanaannya atau perlu ada perbaikan, jika masih ada 
kekurangan dalam pe/aksanaannya, maka perlu dicari cara /ajn 
untuk menyampaikan kebijakan tersebut ... " (Hasil wawancara 
tanggal 04 September 20 17). 

Selain hasil wawancara dengan beberapa narasumber, dari hasil 

observasi yang dilakukan oleh peneliti ditemukan fakta bahwa Badan 

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kotawaringin Barat 

dalarn hal penyarnpaian informasi terkait kebijakan penjatuhan hukuman 

disiplin bagi PNS telah dilakukan melalui kegiatan Bimbingan Teknis 

Kepegawaian yang dilaksanakan pada tingkat Kabupaten dan kegiatan 

Siraman Rohani pada tingkat Kecamatan-Kecarnatan. 

Berdasarkan informasi dari beberapa narasumber dan observasi di 

atas, dapat diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat 

melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan telah melakukan 
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upaya penyampa1an informasi terkait isi dan tujuan dari Peraturan 

Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri 

Sipil kepada para Pejabat Eselon III dan Eselon IV yang membidangi 

masalah kepegawaian di seluruh SOPD dengan melaksanakan kegiatan 

tahunan berupa Sosialisasi, Bimbingan Teknis dan Siraman Rohani, 

meskipun ditemui fakta juga bahwasarmya informasi yang diperoleh 

oleh para Pejabat yang mengikuti Sosialisasi atau Bimbingan Teknis 

tidak kemudian dapat dipastikan meneruskan informasi yang 

diperolehnya kepada PNS di lingkungan SOPD-nya masing-masing. 

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin 

Pegawai Negeri Sipil sendiri merupakan pedoman yang telah berlaku 

cukup lama, yaitu sejak tahun 2010, namun kenyataannya berdasarkan 

data yang penulis peroleh bahwa jumlah pelanggaran disiplin semakin 

banyak dari segi jumlah dan semakin bervariasi dari segi jenis hukuman 

disiplin yang dijatuhkan, hal ini dapat diartikan bahwa para Pegawai 

Negeri Sipil yang melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 

2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil bukan tidak tahu tentang 

keberadaan Peraturan Pemerintah tersebut, tetapi lebili karena adanya 

faktor lain, karena upaya penyampaian informasi telah secara terus 

menerus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten kotawaringin Barat. 

Pada saat adanya laporan dugaan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri 

Sipil sebenamya telah terjadi komunikasi antara atasan langsung dengan 

Pegawai Negeri Sipil yang diduga melakukan pelanggaran, hal ini 
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disampaikan oleh Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Kab. 

Kotawaringin Barat Bapak Hariyadi, SH : 

" ... pada saat atasan langsung menemukan adanya dugaan 
pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh staff nya, maka atasan 
langsung akan membuat surat panggilan yang disampaikan 
kepada yang bersangkutan untuk dimintai keterangan terkait 
dugaan pelanggaran yang dilakukan, akan tetapi biasanya yang 
selama ini terjadi khusus untuk dugaan pelanggaran disiplin bolos 
kerja, PNS yang melanggar ini ketika disurati oleh atasannya 
sangat jarang yang datang, sehingga atasan langsung hanya 
mendasarkan kepada rekap daftar hadir saja oleh karenanya 
cukup sulit mengetahui alasan PNS tersebut membolos, nanti tiba
tiba ada saja orang yang datang ke si atasan langsung mengaku 
orang yang merasa uangnya dipinjam dan be/urn juga 
dikembalikan. .. " (Hasil wawancara tanggal 15 Agustus 20 17). 

Hal senada juga dibenarkan oleh salah satu anggota Tim 

Pemeriksa dari Inspektorat Kab. Kotawaringin Barat Bapak lsno 

Pandowo, SH : 

" ... iya memang kalau menurut PP 53 Tahun 2010, pas atasan 
langsung menemui ada bawahannya yang melanggar aturan 
disiplin PNS, maka atasan langsung berkewajiban untuk 
memeriksa yang bersangkutan dengan didahului dengan mengirim 
surat panggilan. Tapi yang banyak terjadi PNS yang melanggar 
jarang sekali hadir memenuhi panggilan dari atasan langsung, 
giliran sudah dijatuhi hukuman disiplin baru marah-marah bilang 
kalau gak disurati, padahal ada itu mas tanda terima surat 
panggilan yang biasanya diterima orang rumahnya atau 
tetangganya ... " (Hasil wawancara tanggal 21 Agustus 20 17). 

Upaya komunikasi antara atasan langsung dengan PNS yang 

diduga melakukan pelanggaran disiplin PNS sebenamya juga secara 

jelas telah tercantum di dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 53 

Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dimana : 
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( 1) PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil 

secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan. 

(2) Pemanggilan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran 

disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari keija sebelum 

tanggal pemeriksaan. 

(3) Apabila pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan 

diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling 

lambat 7 (tujuh) hari keija sejak tanggal seharusnya yang 

bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama. 

( 4) Apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) PNS yang bersangkutan tidak hadir juga maka pejabat 

yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin 

berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan 
'• 

pemeriksaan. 

Selanjutnya dalam Pasal 24, atasan langsung memiliki kewajiban 

untuk memeriksa PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, 

sebagaimana disebutkan : 

(1) Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung 

wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan 

pelanggaran disiplin. 

(2) Pemeriksaan sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan 

secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara 

pemeriksaan. 

43380.pdf



122 

(3) Apabila menurut basil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada 

PNS tersebut merupakan kewenangan: 

a atasan langsung yang bersangkutan, maka atasan langsung 

tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiplin; 

b. pejabat yang lebih tinggi maka atasan langsung tersebut wajib 

melaporkan secara hierarki disertai berita acara pemeriksaan. 

B. Sumber Daya 

Dalam implementasi kebijakan penjatuhan hukuman disiplin 

Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat 

dalarn hal ini di tingkat SOPD, sumber daya manusia dari sisi kualitas 

dapat dikatakan masih kurang, sehingga meskipun isi dari kebijakan 

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai 

Negeri Sipil telah dikomunikasikan dengan jelas dan konsisten, narnun 

dalam pelaksanaan di lapangan tidak sepenuhnya beljalan sebagaimana 

mestinya. Hal tersebut dijelaskan oleh Kepala Sub Bidang Disiplin 

BKPP Kab. Kotawaringin Barat Bapak Douny Putra, SH : 

" ... permasalahan yang selama ini muncul dalam penyelesaian 
kasus pelanggaran disiplin PNS biasanya itu kekurangan berkas 
tahapan pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin dari 
atasan langsungnya. Itu contohnya ada PNS yang bolos sampai 
ratusan hari, padahal di PP 53 kanjelas sudah terkait bolos, 46 
hari kerja aja harusnya sudah diberhentikan tidak dengan hormat 
sebagai PNS, ini malah dibiarkan berlarut-larut sampai ratusan 
kerja, terus tiba-tiba dilimpahkan ke . BKPP sini. Dari sini 
sebenarnya terlihat jelas kualitas dari SDM dalam hal ini si 
atasan langsung dari PNS yang melanggar disip/in di SOPD 
masih kurang ... " (Hasil wawancara tanggal 16 Agustus 20 17). 

43380.pdf



123 

Lebih lanjut ditambahkan pula oleh beliau pada kesempatan yang 

berbeda: 

" ... ini ada contoh terbaru, ini ada surat dari Puskesrnas 
nyerahkan berkas dugaan pelanggaran disiplin PNS yang 
di/akukan oleh salah satu dokter di sana, bilangnya rnereka sudah 
rnelakukan tindakan sesuai PP 53, tapi kan bisa kita lihat sarna
sarna nih, berita acara perneriksaan dari atasan langsungnya aja 
gak ada, ini girnana rnau diproses kalau berkasnya aja gak 
lengkap terus tiba-tiba nge/irnpahkan kasusnya ke BKPP, kan 
kelihatan kurang paharnnya si atasan langsung terkait prosedur 
PP 53 ... "(Hasil wawancara tanggal 17 Agustus 2017). 

Hal serupa juga disampaikan oleh salah satu anggota Tim 

Pemeriksa dari Inspektorat Kab. Kotawaringin Barat Bapak Isno 

Pandowo, SH : 

" ... saat kita rnelakukan perneriksaan kelengkapan berkas kasus 
dugaan pelanggaran disiplin, yang paling sering ditemui pasti 
kurangnya berkas tahapan perneriksaan dari atasan /agsung di 
SOPD. Banyakfaktanya berkas yang rnasuk ke tim perneriksa PNS 
tu bolos sarnpai ratusan hari kerja, sernestinya hal tersebut tidak 
boleh teljadi. Karni dari Inspektorat juga rutin rne/akukan 
perneriksaan reguler ke SOPD secara terjadwal dan juga sudah 
ngasih rekornendasi untuk menye/esaikan rnasalah itu sesuai PP 
53, tapi nyatanya gak ditindak/01yuti ... "(Hasil wawancara tanggal 
21 Agustus 2017). 

Inspektur Kab. Kotawaringin Barat Bapak Suyanto, SH., MH juga 

menyampaikan pendapatnya terkait kualitas Sumber Daya Manusia di 

tingkat SOPD : 

" ... kua/itas SDM di SOPD da/arn rnemaharni PP 53 ini rnasih 
kurang. Artinya berdasarkan perneriksaan reguler yang kami 
/akukan di SOPD, seharusnya PNS itu diberikan sanksi, namun 
tidak diberikan. lni bisa dirnaknai terjadi pernbiaran ... " (Hasil 
wawancara tanggal 04 September 20 17). 
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Terkait dengan adanya dugaan pembiaran dari atasan langsung 

terhadap bawahannya yang melakukan pelanggaran disiplin, Kepala Sub 

Bidang Disiplin BKPP Kab. Kotawaringin Barat Bapak Donny Putra, 

SH memberikan pemyataan sebagai berikut : 

" ... pernah ada kasus bolos kerja" di Kelurahan Candi, Lurahnya 
sudah mencoba menyelesaikannya secara kekeluargaan tapi 
mentok sampai akhimya dibiarkan berlarut-larut mas sampai 
akhirnuya diambil alih Kecamatan Kumai ... " (Hasil wawancara 
tanggal 17 Agustus 20 17). 

Ditambahkan lagi : 

" ... banyak sebenarnya contoh kasus-kasus yang ada yang 
atasannya terkesan tidak mau repot mengurus administrasi 
penjatuhan hukuman disiplin bawahannya mas. Terutama yang 
bertugas jauh di pelosok yang tidak terawasi oleh BKPP ... "(Hasil 
wawancara tanggal 17 Agustus 20 17). 

Sementara terkait pemahaman atasan langsung untuk melakukan 

pemeriksaan kasus dugaan pelanggaran disiplin PNS juga penulis coba 

tanyakan ke Pelaksana di Kantor Kecamatan Pangkalan Lada Bapak 

Sunarto, SH : 

" ... tahun 2017 ini lagi ada 4 PNS yang sering bolos mas, tapi 
sampai sekarang belum diperiksa tu sama atasan langsungnya, 
makanya saya sering disuruh ke BKD ini untuk nanyakan tata 
cara penyelesaianny, tapi kalau saya fiat seh lebih karena faktor 
kedekatan dengan Pak Camat mas ... " (Hasil wawancara tanggal 
18 Agustus 20 17). 

Penulis juga mencoba menggali informasi kepada Kepala Badan 

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Kotawaringin Barat 

Bapak Drs. Tengku Ali Syahbana, M.Si terkait Sumber Daya di Badan 
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Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kotawaringin Barat 

dalam penyelesaian penjatuhan hukuman disiplin yang masuk : 

" ... untuk di BKPP sendiri saat ini kondisinya personil yang 
menangani penyelesaian kasus pelanggaran disiplin berjumlah 4 
orang, mulai dari Kabid Pembinaan, Kasubbid Disiplin terus 
staffizya ada 2 orang. Kalau kualitas saya rasa cukup mumpuni 
karena semua personil di Bidang Pembinaan tingkat 
pendidikannya Sarjana dengan latar belakang Hukum, jadi 
tentunya relevan dengan tugas mereka dalam penanganan kasus. 
Kalau dari dukungan anggaran setiap tahun kami upayakan untuk 
ditambah karena kan Subbid disiplin ini sifatnya kasuistis, pas 
banyak kasus masuk tentu perlu dana yang banyak juga kan ... " 
(Hasil wawancara tanggal 23 Agustus 20 17). 

Ditambahkan pula oleh Kepala Bidang Pembinaan dan 

Kesejahteraan BKPP Kab. Kotawaringin Barat Bapak Hariyadi, SH : 

" ... kalau kualitas SDM di sini sudah baik, meskipun para staff 
selama ini mempelajari sendiri PP 53 Tahun 2010 tanpa 

· didiklatkan segala. Kalau dari jumlah saya rasa masih perlu 
untuk ditambah I orang lagi karena beban kerja dari berkas yang 
masuk ini sangat banyak dan staffnya itu perempuan semua kan, 
mana ada yang lagi hamil lagi ... " (Hasil wawancara tanggal 15 
Agustus 20 17). 

Lebih Ianjut, Kepala Sub Bidang Disiplin BKPP Kab. 

Kotawaringin Barat Bapak Donny Putra, SH menyampaikan : 

" ... kualitas SDM di sini sudah sangat baik, ini dapat di/ihat dari 
output kami da/am menerbitkan SK pejatuhan hukuman disiplin, 
tapi kalau dari jumlah karena saat ini staff saya yang menangani 
penyelesaian penjatuhan hukuman disiplin perempuan semua. 
Kalau dari sumber daya lain seperti anggaran dan fasilitas 
perkantoran sudah sangat lengkap dan mendukung. Tiap tahun 
anggaran proses penyelesaian kasus-kasus pelanggaran disiplin 
cenderung ditambah. .. " (Hasil wawancara tanggal 17 Agustus 
2017). 

Hasil observasi yang ditemukan di lapangan juga diperoleh fakta 

bahwa, berkas Iaporan dugaan pelanggaran disiplin dari tingkat SOPD 
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yang masuk ke Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatiban 

Kabupaten Kotawaringin Barat kurang tindakan dari atasan langsung 

masing-masing PNS yang bermasalab. Penulis sempat ikut memeriksa 

kelengkapan berkas yang masuk karena ada staf di Sub Bidang Disiplin 

yang sedang cuti melabirkan, sehingga diminta bantuan memeriksa 

kelengkapan berkas dimaksud. 

Berdasarkan basil wawancara dengan beberapa narasumber dan 

observasi di atas, dapat diketabui babwa kualitas Sumber Daya Manusia 

dalam hal ini atasan langsung dari Pegawai Negeri sipil yang diduga 

melakukan pelanggaran disiplin masib kurang. Hal tersebut didukung 

oleb data yang ada di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 

Kabupaten Kotawaringin Barat yang telab penulis sampaikan pada latar 

belakang masalab babwa telab teijadi keterlambatan dalam penanganan 

kasus pelanggaran disiplin PNS di tingkat SOPD sehingga 

penyelesaiannya kemudian menjadi berlarut-berlarut. 

Kemudian untuk kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia di 

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatiban Kabupaten 

Kotawaringin Barat kondisinya saat iui Kepala Bidang Pembinaan dan 

Kesejahteraan serta Kepala Sub Bidang Disiplin merasa masih perlu 

untuk menambab 1 (satu) orang lagi agar beban keija yang ada dapat 

berkurang dengan waktu yang lebih efisien. 

Untuk sumber daya lain seperti anggaran dan fasilitas yang 

disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sudah 
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sangat baik, dimana untuk anggaran penyelesaian kasus pelanggaran 

disiplin sendiri setiap tabunnya pagu anggaran teras bertambah, baik 

dalam kegiatan yang bersifat preventif seperti sosialisasi, bimbingan 

teknis kepegawaian maupun siraman rohani dan kegiatan yang bersifat 

kuratif sendiri seperti investigasi kasus pelanggaran disiplin ke lapangan 

dan penerbitan Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin. 

No. 

1. 

2. 

3. 

Tabel4.10 
DATAANGGARANTERKAITPROSESIMPLEMENTASI 

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PNS DI KABUP ATEN 
KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2014-2016 

Tahun Program/Kegiatan Jumlah Total 
Anggaran Anggaran 

2014 1. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Rp. 213.177.700 
Tugas dan Fungsi Bagi PNS 
Daerah 

~- Proses Penanganan Kasus-Kasus 
Pelanggaran Disiplin PNS 

2015 1. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Rp. 258.014.300 
Tugas dan Fungsi Bagi PNS 
Daerah 

~- Proses Penanganan Kasus-Kasus 
Pelanggaran Disiplin PNS 

2016 I. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Rp. 258.162.040 
Tugas dan Fungsi Bagi PNS 
Daerah 

2. Proses Penanganan Kasus-Kasus 
Pelanggaran Disiplin PNS .. 

Sumber : Badan Kepegawa1an, Pend1d1kan dan PelatJ.han Kab. Kobar 

Dari aspek fasilitas perkantoran yang digunakan untuk menunjang 

penyelesaian kasus dugaan pelanggaran disiplin, Badan Kepegawaian, 

Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kotawaringin Barat telah memiliki 

ruang keija yang sangat layak, masing-masing staff pun telah dibekali 
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masing-masing dengan perangkat komputer dan juga didukung oleh 

kendaraan dinas roda 2 (dua) yang dapat digunakan untuk kegiatan 

investigasi kasus ke Iapangan baik di dalam kota maupun di daerah yang 

jauh dari perkotaan. 

c_ Disposisi 

Pengertian disposisi menurut George C. Edward lli dalam Widodo 

(2010: 104) dikatakan sebagai "kemauan, keinginan dan kecenderungan 

para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara 

sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat 

diwujudkan ". Disposisi dalam model implementasi kebijakan George C. 

Edward lli merupakan penunjuk karakteristik yang menempel erat 

kepada seluruh implementator kebijakan. Karakter yang penting dimiliki 

oleh implementator antara lain adalah komitmen, kejujuran dan 

demokratis. 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil, atasan langsung memiliki peran yang 

sangat penting dalam penanganan kasus dugaan pelanggaran disiplin 

karena atasan langsung menjadi orang yang pertama kali melakukan 

pemeriksaan ketika mengetahui adanya dugaan pelanggaran disiplin 

yang dilakukan oleh pelaksana di ruang lingkup kerjanya masing

masing. Oleh karena itu, sikap dari atasan langsung menjadi begitu 

penting dalam implementasi penjatuhan hukurnan disiplin berdasarkan 
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Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai 

Negeri Sipil. Hal tersebut ditemukan dalam wawancara dengan Kepala 

Sub Bidang Disiplin BKPP Kab. Kotawaringin Barat Bapak Donny 

Putra, SH: 

" ... Benar, peran atasan langsung peramrya sangat penting dalam 
implementasi PP 53 Tahun 2010. Di dalam PP 53 Tahun 2010 
sudah sangat jelas kewajiban serta tanggung jawab atasan 
langsung terhadap pelaksananya, tapi ironisnya selama ini 
berkas-berkas yang masuk ke BKPP khususnya tim pemeriksa 
hampir pasti ada kekurangan berkas tahapan pemeriksaan atau 
penjatuhan hukuman disiplin dari atasan langsung. Padahal 
ketika kami mengetahui adanya pelanggaran di suatu SOPD, kami 
selalu menawarkan bantuan untuk mengasistensi mereka, tapi ya 
tidak semua respon dari SOPD positif .. " (Hasil wawancara 
tanggall7 Agustus 20 17). 

Lebih lanjut beliau menjelaskan : 

" ... alasan dari atasan langsung gak langsung memproses staffnya 
yang melakukan pelanggaran disiplin ketika kami melakukan 
pemeriksaan atau asistensi rata-rata alasannya ada rasa tidak 
enak karena sesama rekan kerja ... " (Hasil wawancara tanggal 17 
Agustus 20 17). 

Hal yang sama juga disampaikan oleh salah satu tim pemeriksa 

yang juga menjabat sebagai Pengawas Penyelenggaraan Urusan 

Pemerintah di Daerah (P2UPD) di Inspektorat Kab. Kotawaringin Barat 

Bapak Isno Pandowo, SH : 

" ... salah satu kewajiban pimpinan adalah mengawasi 
bawahannya. Terkait dengan PP 53 Tahun 2010 ini, bahwa 
atasan langsung sebelum menjatuhkan hukuman disiplin wajib 
terlebih dahulu melakukan panggilan kepada bawahannya yang 
diduga melakukan pelanggaran disiplin untuk dilakukan 
pemeriksaan. Jni hukumnya wajib. Makanya, komitmen ini 
menjadi sangat penting dalam implementasi PP 53 ini, percuma 
ketika sosialisasi disampaikan ke SOPD, tunjangan jabatan dan 
tunjangan daerah dapat juga tapi kalau kemauan implementator 
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melaksanaakan P P 53 ini gak ada, ya akhirnya ini gak jalan, bisa 
dibilang atasan langsung tidak mau repot mengurusi hal-hal 
itu ... " (Hasil wawancara tanggal 04 September 20 17). 

Ditambahkan pula terkait sikap dari atasan langsung oleh Kepala 

Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kab. 

Kotawaringin Barat Bapak Bambang Wahyusuf, SH : 

" ... menurut saya lebih kepada sikap pembiaran dari atasan 
langsung. Karena sebenarnya mereka tahu tentang kewajiban 
mereka, tapi enggan menindaknya. Kadang ya ada rasa tidak 
enak, takut sama bawahannya, sehingga mereka membiarkannya, 
padahal ancaman untuk atasan langsung yang membiarkan ini 
dijatuhi hukuman disiplin yang sama dengan PNS yang 
seharusnya dia jatuhi hukuman disiplin. .. " (Hasil wawancara 
tanggal 28 Agustus 20 17). 

Hal senada disampaikan pula oleh Kepala Bidang Pembinaan dan 

Kesejahteraan BKPP Kab. Kotawaringin Barat Bapak Hariyadi, SH : 

" ... atasan langsung itu kunci, ujung tombak pelaksanaan 
hukuman disiplin PNS tapi faktor-faktor tertentu 
mempengaruhinya bertindak. Contoh dulu ada laporan dari 
atasan langsung yang diancam pakai mandau, yang bawahannya 
marah-marah waktu tau mau dihukum, bahkan kami di sini juga 
pernah diancam, kenyang sudah yang begitu-begitu ... " (Hasil 
wawancara tanggal 16 Agustus 2017). 

Sikap dari atasan langsung bukan satu-satunya yang 

mempengaruhi dalam implementasi penjatuhan hukuman disiplin 

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil, karena khusus pelanggaran disiplin yang 

ancaman hukumannya tingkat sedang dan berat, maka sikap dari 

anggota Tim Majelis Pertimbangan PNS (MPP) juga turut 

mempengaruhi dimana di lingkungan Pemerintah Kabupaten 
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Kotawaringin Barat Bupati membentuk Tim Majelis Pertimbangan PNS 

(MPP) untuk memberikan rekomendasi tingkat dan jenis hukuman 

disiplin kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam hal ini 

Bupati Kotawaringin Barat. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala 

Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan BKPP Kab. Kotawaringin Barat 

Bapak Hariyadi, SH : 

" ... di Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk 
pelanggaran disiplin yang ancaman hukuman disiplinnya tingkat 
berat akan dibawa ke forum yang namanya forum Majelis 
Pertimbangan PNS (MPP) untuk kemudian dibahas lebih lanjut 
yang outputnya saran ke Bupati dalam menjatuhkan hukuman 
disiplin ... " (Hasil wawancara tanggal16 Agustus 2017). 

Ditambahkan pula oleh Kepala Sub Bidang Disiplin BKPP Kab. 

Kotawaringin Barat Bapak Donny Putra, SH : 

" ... iya benar yang disampaikan Pak Kabid, kita punya tim MPP 
untuk jenis hukuman disiplin tingkat berat. Tugas tim MPP ya 
membahas berkas yang masuk terus membuat saran atau 
rekomendasi ke Bupati. Selama ini sejak saya menjabat Kasubbid 
Disiplin Bupati selalu mengikuti saran dari Tim MPP kok, jadi 
peran tim ini cukup penting dalam hal memberi masukan ke 
Bupati. Tim MPP ini anggotanya dari beberapa SOPD, mulai 
Inspektorat, Kepala BKPP sendiri, terus Kabid Pembinaan dan 
Kesejahteraan, anggota tim pemeriksa, saya sendiri dan beberapa 
teman-teman di Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan ... " (Hasil 
wawancara tangga\17 Agustus 2017). 

Lebih lanjut beliau menambahkan : 

" ... kalau tataran tim MPP itu sifatnya sudah normatif, peluang 
untuk lobi-lobi terkait pengenaan sanksi ini dimungkinkan pada 
tingkat SOPD. Jni pernah ya di daerah Pandau sana, ada PNS 
yang bolos sudah ratusan hari karena bekerja di Perusahaan 
yang penghasilannya lebih besar, tapi entah bagaimana caranya 
PNS itu gak jadi diberhentikan dengan PP 53 melainkan dengan 
mengundurkan diri saja ... " (Hasil wawancara tanggal 17 Agustus 
2017). 

43380.pdf



132 

Penulis juga berusaha meminta informasi ke Kepala BKPP Kab. 

Kotawaringin Barat Bapak Drs. Tengku Ali Syahbana, M.Si : 

" .. .lya saya termasuk dalam tim l>fPP. Selama ini ketika saya 
mengikuti rapat pembahasan kasus, tim selalu memberi 
pertimbangan yang sifatnya normatif sqja kepada Bupati, kalau 
kemudian pimpinan punya sikap lain itu hak pimpinan 
sepenuhnya. Tapi selama ini Bupati selalu mengikuti saran dari 
kita kok ... "(Hasil wawancara tanggal23 Agustus 2017). 

Inspektur Kab. Kotawaringin Barat Bapak Suyanto, SH., MH 

menambahkan terkait sikap Tim Majelis Pertimbangan PNS (MPP) : 

" ... saya pribadi dalam memeberikan saran pertimbangan lebih 
mendasarkan kepada norma. Terlepas dari ada faktor-faktor non 
teknis lainnya, norma harus dikedepankan dalam rangka menjaga 
wibawa Pemerintah Daerah itu sendiri, tapi selama ini terhadap 
pertimbangan yang diberikan oleh Tim, sepemahaman saya 
Bupati selalu linier saja ... " (Hasil wawancara tanggal 04 
September 20 17). 

Senada dengan Kepala BKPP Kab. Kotawaringin Barat dan 

Inspektur Kab. Kotawaringin Barat, anggota Tim Majelis Pertimbangan 

PNS (MPP) lainnya yaitu Asisten Administrasi Umum Setda Kab. 

Kotawaringin Barat menyampaikan bahwa : 

" ... selama ini kami dalam Tim berupaya sebisa mungkin untuk 
memberikan pertimbangan yang bersifat normatif, namun dengan 
tetap mempertimbangkan pula faktor-faktor lain kasus per kasus 
demi menjaga wibawa Pemerintah Daerah. .. " (Hasil wawancara 
tanggal 06 September 2017). 

Informasi yang diperoleh dari beberapa narasumber tersebut eli 

atas menunjukkan bahwa Disposisi atau sikap implementator menjadi 

bagian yang sangat penting dalam proses implementasi kebijakan, 

karena akan menjadi percuma ketika aspek komunikasi dan sumber daya 
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terpenuhi namun sikap dari implementator terhadap pelaksanaan 

kebijakan penjatuhan hukuman disiplin cenderung tidak mendukung 

kebijakan tersebut. Sikap dari atasan langsung ditingkat SOPD yang 

diketahui dari berkas yang masuk ke BKPP Kab. Kotawaringin Barat 

dan Tim Pemeriksa menunjukkan bahwa masih kurangnya kemauan dari 

implementator dalam hal ini atasan langsung dalam menerapkan 

Peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai 

Negeri Sipil. Berkas yang dilimpahkan ke BKPP Kab. Kotawaringin 

Barat hampir selalu ditemui kekurangan tahapan proses dari atasan 

langsung yang tentunya akan sangat mempengaruhi proses dari 

implementasi kebijakan Pemerintah dalam penjatuhan hukuman disiplin 

PNS. 

D. Struktur Birokrasi 

Menurut Edwards III dalam Winarno (2007: 150) terdapat dna 

karakteristik utama dari birokrasi yakui: "Standard Operational 

Procedure (SOP) dan fragmentasi". Lebih lanjut Edward III 

menjelaskan bahwa : 

"Standard operational procedure (SOP) merupakan 
perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, 
sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi 
kerja yang kompleks dan luas. Sementara fragmentasi merupakan 
penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa 
badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi". 
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Kaitannya dengan aspek struktur birokrasi dalam implementasi 

penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS di Pemerintah Kabupaten 

kotawaringin Barat, beberapa narasumber memiliki persamaan 

pendapat, terutama dalam hal kewenangan dan kejelasan prosedur 

penjatuhan hukuman disiplin PNS di Kabupaten Kotawaringin Barat. 

Tanggapan narasumber terhadap aspek tersebut di atas tergambar dari · 

penjelasan yang disampaikan oleh Kepala BKPP Kab. Kotawaringin 

Barat Bapak Drs. Tengku Ali Syahbana, M.Si : 

" ... kewenangan dan prosedur penjatuhan hukuman disiplin PNS 
sudah jelas di dalam PP 53 Tahun 2010, tinggal mau 
melaksanakan apa gak. .. " (Hasil wawancara tanggal 23 Agustus 
2017). 

Hal senada juga disampaiakan oleh Kepala Bidang Pembinaan dan 

Kesejahteraan BKPP Kab. Kotawaringin Barat Bapak Hariyadi, SH : 

" ... untuk prosedur dan kewenangan sudah sangat jelas di PP 53 
Tahun 2010, semua PNS tinggal membaca dan mempedomani itu 
aja. Lengkap kok itu sudah .. " (Hasil wawancara tanggal 15 
Agustus 20 17). 

Sedangkan Kepala Sub Bidang Disiplin BKPP Kab. Kotawaringin 

Barat Bapak Donny Putra, SH mengatakan : 

" ... PP 53 Tahun 2010 ini merupakan penyempurnaan dari PP 30 
Tahun 1980 tentang peraturan Disiplin PNS. Pengawasan juga 
tidak menjadi terlalu panjang, karena melekat di atasan langsung 
masing-masing PNS, jadi harusnya lebih mudah. Kalau terkait 
SOP kami memang be/urn pernah menerbitkan, karena kami 
merasa PP 53 Tahun 2010 sudah lengkap, tapi ini kami kebetukm 
sedang merumuskan untuk menerbitkan SOP supaya menjadi 
pedaman dalam pelaksanaan di tingkat SOPD terutama dari segi 
kepastian waktunya, biar gak berlarut-larut ... " (Hasil wawancara 
tanggal 16 Agustus 2017). 
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Terkait Standard Operational Procedure (SOP) yang disampaikan 

oleh Kepala Sub Bidang Disiplin BKPP Kab. Kotawaringin Barat di 

atas, lnspektur Kab. Kotawaringin Barat Bapak Suyanto, SH., MH 

menyampaikan : 

" ... SOP ini menjadi hal yang penting dalam semua proses 
birokrasi termasuk dalam penjatuhan hukuman disiplin ini. Di 
Kobar sendiri terkait SOP penjatuhan hukuman disiplin ini belum 
pernah dibuat ... "(Hasil wawancara tanggal 04 September 2017. 

Penulis juga mencoba mencari informasi terkait keberadaan Tim 

Majelis Pertimbangan PNS (MPP) yang dibentuk oleh Bupati 

Kotawaringin Barat untuk membahas dugaan kasus pelanggaran disiplin 

PNS yang ancaman hukuman disiplinnya berupa hukuman disiplin 

tingkat berat. Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Kab. 

Kotawaringin Barat Bapak Hariyadi, SH memberikan penjelasan 

sebagai berikut : 

" ... iya, untuk kasus pelanggaran disiplin tingkat berat setelah dari 
tim pemeriksa maka kasus tersebut akan dibahas ke dalam forum 
MPP yang diketuai oleh Wakil Bupati. Susunan anggota tim MPP 
ini ada dari Inspektorat, terus dari Sekretariat Daerah, BKPP dan 
dari SOPD yang PNS nya bermasa!ah. .. " (Hasil wawancara 
tanggal IS Agustus 2017). 

Keberadaan Tim Majelis Pertimbangan PNS (MPP) juga 

diperjelas oleh Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di 

Daerah (P2UPD) di Inspektorat Kab. Kotawaringin Barat Bapak Isno 

Pandowo, SH : 

" ... Tim MPP sudah aja sebelum PP 53 lahir, tepatnya sejak 
pembinaan disiplin PNS masih menggunakan PP 30 Tahun 1980 
tentang Peraturan Disiplin PNS. Kebetu/an waktu itu saya 
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menjabat sebagai kasubbid disiplin di BKD. Ya tujuan tim itu 
dibentuk untuk memberikan rekomendasi ke Bupati terkait 
hukuman disiplin yang akan dijatuhkan kepada PNS yang 
melakukan pelanggaran disiplin berdasarkan Laporan Hasil 
Pemeriksaan Khusus (LHPK) lnspektorat waktu itu ... " (Hasil 
wawancara tanggal 21 Agustus 20 17). 

Hal senada ditambahkan pula oleh Kepala Sub Bagian Peraturan 

Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kab. Kotawaringin Barat 

BapakBambang Wahyusuf, SH: 

" ... Pertimbangan Tim MPP ini dibentuk sebenarnya adalah untuk 
memberikan saran masukan kepada. Bupati terkait hukuman 
disiplin tingkat berat yang akan dijatuhkan kepada seorang PNS 
yang diduga melakukan pelanggaran disiplin sehingga Bupati 
yakin untuk menjatuhkan hukuman disiplin tersebut karena 
komposisi anggota Tim MPP itu sendiri terdiri dari lintas sektor 
dan diisi oleh orang-orang yang berkompeten dalam 
bidangnya .. "(Hasil wawancara tangga128 Agustus 2017). 

Penulis juga berusaha menanyakan urgensi dari keberadaan Tim 

Majelis Pertimbangan PNS (MPP) kepada Inspektur Kab. Kotawaringin 

Barat Bapak Suyanto, SH., MH : 

" ... menurut saya pribadi, Tim MPP ini masih diperlukan, karena 
untuk menjaga obyektifitas dalam memberikan pertimbangan jenis 
hukuman disiplin kepada Bupati. Dalam PP 53 Tahun 2010 
memang tidak ada amanah untuk membentuk Tim ini, tetapi ketika 
dugaan kasus pelanggaran disiplin PNS ini hanya dibahas oleh 
lembaga atau instansi tertentu saja, maka obyektifitas penjatuhan 
hukuman disiplinnya akan dipertanyakan. Tim MPP ini lintas 
sektor, sehingga pertimbangan yang diberikan kepada Bupati 
akan lebih memadai dan bisa diterima oleh semua pihak. .. "(Hasil 
wawancara tanggal 04 September 2017). 

Sependapat dengan yang disampaikan Inspektur Kab. 

Kotawaringin Barat di atas, Asisten Administrasi Umum Setda Kab. 

Kotawaringin Barat Bapak Bahrudin, SE menyampaikan : 
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" ... MPP masih perlu dipertahankan untuk memberikan 
pertimbangan kepada Bupati secara komprehensif sehingga 
Bupati yakin dengan keputusan yang diambilnya ... " (Hasil 
wawancara tanggal 06 September 20 17). 

Penulis juga berusaha meminta salinan Surat Keputusan Bupati 

Kotawaringin Barat terkait pembentukan Tim Majelis Pertimbangan 

PNS (MPP) ini, dan ditemukan data bahwa sejak tahun 2010 Kabupaten 

Kotawaringin Barat telah membentuk Tim tersebut bahkan sebelum 

diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil I sejak masih berlakunya Peraturan 

pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai 

Negeri Sipil. 

Dari informasi yang diperoleh di atas, struktur birokrasi baik dari 

aspek kejelasan prosedur maupun kewenangan tidak telalu 

mempengaruhi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah dalam 

penjatuhan hukuman disiplin PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Kotawaringin Barat, karena dalam peraturan Pemerintah Nomor 53 

Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sudah dijelaskan 

terkait kewenangan dan prosedur dalam penanganan kasus pelanggaran 

disiplin, selain itu pengawasan dalam pelaksanaan penjatuhan hukuman 

disiplin dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil sifatnya melekat pada atasan Jangsung 

dari setiap PNS. Selain itu, dapat diketahni bahwa Kabupaten 

Kotawaringin Barat membentuk sebuah Tim yang bemama Tim Majelis 
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Pertimbangan PNS (MPP) dengan tujuan untuk memberikan saran 

masukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalarn hal ini 

adalah Bupati terhadap dugaan pelanggaran disiplin PNS yang diancam 

dengan hukuman disiplin tingkat berat. Pemerintah Kabupaten 

Kotawaringin Barat melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan dan 

Pelatihan Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai lembaga teknis bidang 

kepegawaian saat ini juga sedang merumuskan Standard operational 

procedure (SOP) untuk membantu mempermudah SOPD dalam 

penjatuhan hukuman disiplin PNS. 

C. Pembahasan 

1. Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penjatuhan 

Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Kotawaringin 

Barat 

Analisis penelitian Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam 

Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten 

Kotawaringin Barat ini menggunakan teori Implementasi Kebijakan yang 

dikemukakan oleh George C. Edward III dimana terdapat 4 parameter 

penilaian untuk mengetahui efektifitas implementasi kebijakan, yaitu 

Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi serta Struktur Birokrasi. 

A. Komunikasi 

Dalam teori Implementasi kebijakan yang disampaikan oleh 

George C. Edward III, aspek komunikasi merupakan syarat utama 
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dan pertama dalam implementasi kebijakan yang efektif karena 

pelaksana kebijakan harus memahami isi serta tujuan kebijakan 

sebelum meneruskannya kepada pelaku (personil) kebijakan. Edward 

III menambahkan bahwa dalam hierarkis birokrasi yang berlapis

lapis ini akan mempengaruhi tingkat efektivitas komunikasi yang 

dijalankan. 

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat melalui lembaga 

teknisnya yang membidangi kepegawaian yaitu Badan Kepegawaian, 

Pendidikan dan Pelatihan setiap tahunnya telah menyampaikan 

informasi terkait kebijakan pemerintah daerah dalam penjatuhan 

hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil melalui kegiatan 

Sosialisasi, Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Siraman Rohani. 

Teori yang disampaikan oleh George C. Edward III tersebut 

apabila dikaitkan dengan basil yang diperoleh di lapangan, bahwa 

penyampaian informasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten 

Kotawaringin Barat terkait kebijakan penjatuhan hukuman disiplin 

telah dilakukan sebagaimana mestinya, namun struktur birokrasi 

yang cenderung berlapis mengakibatkan informasi yang diperoleh 

oleh peserta Sosialisasi, Bimbingan Teknis dan Siraman Rohani yang 

dalam hal ini adalah Pejabat Eselon III dan Eselon IV tidak sampai 

kepada tingkat staf di masing-masing SOPD, hal tersebut sesuai 

dengan basil wawancara dengan pelaksana yang berada di Kantor 

Kecamatan Kotawaringin Lama dan Kantor Kecamatan Pangkalan 
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Lada yang menyatakan bahwa selama ini ketika pejabat eselon ll 

maupun eselon IV mengikuti kegiatan sosialisasi dan bimbingan 

teknis terkait kebijakan penjatuban hukuman disiplin, tidak langsung 

teruskan kepada tingkat di bawahnya sehingga staf di kantor kurang 

mengetahui isi serta tujuan dari kebijakan tersebut. 

Hal tersebut di atas menjadi catatan penting bahwa kegiatan 

penyampaian informasi yang selama iui telah dilakukan oleh 

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat hendaknya tidak hanya 

sebagai kegiatan yang sifatnya rutinitas, namun harus lebih fokus 

kepada kebutuhan dimana sasaran kegiatan tidak hanya sebatas pada 

pejabat eselon ill dan Eselon IV akan tetapi juga kepada pelaksana di 

tingkat yang lebih bawah. 

B. Sumber Daya 

Dalam teori Edward ill, Sumberdaya menjadi aspek penting 

dalam melaksanakan kebijakan, karena meskipun isi serta tujuan 

kebijakan telah dikomunikasikan dengan baik namun jika para 

implementator kurang sumberdaya, maka implementasi pun akan 

cenderung berjalang tidak efektif. Lebih lanjut Edward ill 

menjelaskan bahwa sumberdaya sendiri meliputi antara lain sumber 

daya manusia, sumber daya anggaran serta sumber daya peralatan. 

Dalam pelaksanaan kebijakan penjatuhan hukuman disiplin 

Pegawai Negeri Sipil, pejabat eselon IV di tiap-tiap SOPD 
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memegang peranan yang penting dan posisi yang strategis, karena 

merekalah yang mengetahui pertama kali ketika teijadi dugaan 

pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh bawahannya. Oleh 

karenanya, kualitas Sumber Daya Manusia pada tiap-tiap SOPD akan 

sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan kebijakan 

penjatuhan hukuman disiplin atau bisa dikatakan berhasil tidaknya 

implementasi kebijakan penjatuhan hukuman disiplin tergantung 

pada kualitas sumber daya manusia pada tingkat SOPD. 

Dari hasil wawancara dengan para informan diketahui bahwa 

kualitas sumber daya manusia pada tingkat SOPD untuk memahami 

teknis pelaksanaan kebijakan penjatuhan hukuman disiplin masih 

kurang, hal tersebut diketahui dari berkas dugaan pelanggaran 

disiplin PNS yang masuk ke BKPP dan Tim Pemeriksa yang selalu 

berstatus Berkas Tidak Lengkap (BTL). Proses tahapan-tahapan 

penjatuhan hukuman disiplin yang telah diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri 

Sipil tidak dipenuhi oleh para Pejabat Eselon IV di tingkat SOPD, 

sehingga hal tersebut turut memperlambat proses penyelesaian 

terbituya Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin kepada PNS yang 

diduga melakukan pelanggaran disiplin. Hal ini sejalan dengan apa 

yang disampaikan oleh Edward III, bahwa implementasi kebijakan 

tidak akan beijalan secara efektif, jika kurangnya sumber daya pada 

tatanan implementator meskipun informasi terkait kebijakan tersebut 
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telah disampaiakn secara cermat, konsisten dan jelas. Lebib lanjut, 

basil temuan tersebut membuktikan kebenaran teori manajemen yang 

dikemukakan oleb Emerson dalam Phiffer John F. dan Presthus 

Robert. V. (1960) bahwa setidaknya terdapat 5 (lima) unsur yang 

terkait dalam jalannya sebuah organisasi, yaitu : 

1. Man; 

2. Money; 

3. Materials; 

4. Machines; 

5. Methods. 

dimana dalam penelitian ini lebih menekankan pada unsur "Man" 

yang mana keterlibatan sumber daya manusia dalam proses 

implementasi kebijakan sangat mempengaruhi basil akhir. 

C. Disposisi 

Menurut Edward III, disposisi berarti kemauan, keinginan dan 

kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan 

sebingga tujuan kebijakan dapat terwujud. 

Keseriusan serta kemauan Pemerintab Kabupaten Kotawaringin 

Barat dalam implementasi kebijakan penjatuhan bnkuman disiplin 

Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 

Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dirnulai dengan 

diterbitkannya edaran dan instruksi Bupati terkait pelaksanaan 

43380.pdf



143 

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin 

Pegawai Negeri Sipil sejak Peraturan Pemerintah tersebut diterbitkan 

pada bulan Juli 2010. Selain itu, Pemerintah Kabupaten 

Kotawaringin Barat setiap tahunnya secara berkelanjutan selalu 

menganggarkan dana untuk kegiatan yang berhubungan dengan 

implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil seperti Sosialisasi, Bimbingan Teknis, 

Siraman Rohani dan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran disiplin. 

Namun hal tersebut temyata tidak didukung oleh keseriusan para 

pelaksana kebijakan pada tingkat SOPD, dimana dari hasil 

wawancara ditemukan takta bahwa para pejabat eselon N masih 

merniliki rasa enggan atau rasa tidak enak jika harus memeriksa 

apalagi sampai menjatuhkan hukurnan disiplin kepada sesama rekan 

keijanya, sehingga timbul kesan pembiaran dari atasan langsung 

terhadap dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh bawahan 

yang tentu berakibat pada berlarut-larutnya penyelesaian keputusan 

hukurnan disiplin. Kondisi ini sejalan dengan apa yang disampaikan 

oleh Edward III dalam Widodo (2010: 104-105) yang menyatakan 

bahwa "jika imp/ementasi kebijakan ingin berhasi/ secara efektif dan 

efisien, para pe/aksana (implementors) tidak cukup hanya 

mengetahui apa yang harus di/akukan dan mempunyai kemampuan 

untuk melakukan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus 

mempunyai kamauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut". 
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D. Struktur Birokrasi 

Menurut Edwards ill karakteristik utama dalam tubuh birokrasi 

Standard Operational Procedure (SOP) dan fragmentasi. Lebih 

lanjut diterangkan bahwa Standard operational procedure (SOP) 

adalah perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, 

sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi keija 

yang kompleks dan luas. Sementara itu fragmentasi merupakan 

penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan 

yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi. 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 

Disiplin Pegawi Negeri Sipil sebenamya telah secara jelas dan detail 

terkait Standard operational procedure (SOP) dan penyebaran 

tanggung jawab dan wewenang, sehingga para pelaksana kebijakan 

tinggal mempedomani aturan tersebut, namun yang teijadi di 

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah Pejabat Pembina 

Kepegawaian Daerah dalam hal ini Bupati justru membentuk sebuah 

Tim yang bemama Tim Majelis Pertimbangan PNS (MPP) yang 

bertujuan untuk memberikan saran masukan kepada Bupati terkait 

pelanggaran disiplin yang ancaman hukurnannya tingkat berat. Tim 

Majelis Pertimbangan PNS (MPP) diisi oleh para Pejabat Eselon II, 

ill dan IV dari beberapa SOPD yang dianggap relevan untuk 
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memberi pertimbangan kepada Bupati terkait penjatuhan hukuman 

disiplin tingkat berat. 

Keberadaan Tim Majelis Pertimbangan PNS (MPP) ini tidak 

diamanahkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 

tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, karena dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 53 Tabun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri 

Sipil untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya tingkat 

sedang dan berat cukup dibentuk Tim Pemeriksa saja agar Iebih 

efektif dari segi waktu, oleh karenanya keberadaan Tim Majelis 

Pertimbangan PNS (MPP) bentukan Bupati ini justru akan 

memperlama proses penerbitan keputusan hukuman disiplin kareria 

harus melewati struktur hierarki birokrasi yang Iebih panjang. 

Kondisi tersebut jelas akan menghambat implementasi kebijakan 

sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Edward ill yang 

menyatakan babwa struktur birokrasi yang terfragmentasi (tersebar) 

dapat meningkatkan gagalnya komunikasi karena informasi yang 

terdistorsi. 

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan 

Pemerintah Daerah Dalam Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai 

Negeri Sipil di Kabupaten Kotawaringin Barat 

Dari basil yang ditemukan di Japangan, terdapat beberapa faktor yang 

turut mempengaruhi implementasi kebijakan pemerintah daerab dalam 
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penjatuhan hukwnan disiplin PNS di Kabupaten Kotawaringin Barat yang 

antara lain adalah sebagai sebagai berik:ut : 

A Faktor Budaya Kerja 

Budaya kerja yang hidup di dalam sebuah organisasi akan 

mempengaruhi individu di dalamnya merespon permasalahan yang 

hadir. Dari basil penelitian ditemukan bahwa atasan langsung 

memiliki sikap-sikap seperti : sikap acuh, rasa tidak enak dengan 

sesama rekan kerja, segan dan tak:ut. Budaya yang dimiliki oleh 

atasan langsung tersebut secara langsung akan sangat mempengaruhi 

implementasi penjatuhan hukwnan disiplin pada tingkat SOPD. 

Ketika atasan langsung memegang k:uat budaya tersebut, maka pada 

saat ditemukan bawahan yang diduga melakukan pelanggaran 

disiplin, atasan langsung akan terjebak di dalamnya sehingga 

pembiaran pun terjadi yang tentu berakibat kepada tidak 

terlaksananya mekanisme penjatuhan hukwnan disiplin PNS 

sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Peraturan Pemerintah 

Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 

B. Faktor Kedekatan 

Fakta di lapangan ditemukan bahwa dari sekian banyak dugaan 

pelanggaran disiplin PNS tidak semuanya kemudian ditindak lanjuti 

dengan dijatuhkannya hukwnan disiplin sesuru tingkat 

pelanggarannya. Faktor kedekatan dengan pihak-pihak tertentu yang 

43380.pdf



147 

dapat mempengaruhi sebuah kebijakan saat ini telah masuk di semua 

lini tidak terkecuali pada proses penjatuhan hukuman disiplin PNS. 

PNS yang diduga telah melakukan pelanggaran tidak masuk kerja 

selama ratusan hari kerja nyatanya dapat lolos dari jerat sanksi yang 

seharusnya diperolehnya. Faktor ini tentu akan menghambat proses 

implementasi penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat. 

C. Faktor Geografis 

Kondisi geografis Kabupaten Kotawaringin Barat yang begitu 

luas dengan. karakteristik daerahnya yang masih sulit untuk jangkau 

oleh alat transportasi dan minim jaringan komunikasi akan 

memberikan hambatan tersendiri dalam implementasi penjatuhan 

hukuman disiplin. Ditemukan fakta bahwa kasus pelangg!lran disiplin 

banyak terjadi di daerah-daerah yang jauh dari pengawasan BKPP 

Kab. Kotawaringin Barat. Kondisi ini akan mempengaruhi proses 

implementasi penjatuhan hukuman disiplin ketika ada laporan masuk 

ke BKPP Kab. Kotawaringin Barat terkait adanya dugaan 

pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS, maka upaya 

investigasi kasus yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa akan memakan 

cukup waktu dan biaya sehingga penyelesaiannya pun tidak lagi tepat 

waktu. Komunikasi yang dibangun melalui jaringan komunikasi 
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seperti telepon, handphone maupun email pun tidak maksimal 

dilakukan karena keterbatasan yang dimiliki oleh daerah terse but. 

D. Faktor Masyarakat 

Masyarakat sebagai pengguna jasa yang diberikan oleh PNS 

seharusnya memiliki kontrol atas pelayanan yang diterimanya, 

termasuk pula terkait kontrol terhadap proses pelaksanaan penjatuhan 

hukuman disiplin bagi PNS yang melanggar ketentuan sebagaimana 

diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Di Kabupaten Kotawaringin Barat 

sendiri, kontrol masyarakat akan penyelenggaraan kebijakan 

penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS masih kurang. Hal tersebut 

dibuktikan dengan masih minimnya pemberitaan media masa tentang 

PNS yang melanggar aturan namun tidak ditindak sesuai peraturan 

yang berlaku. Partisipasi masyarakat dalam mengontrol pelaksanaan 

kebijakan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS di Kabupaten 

Kotawaringin Barat akan memberikan dampak sosial tersendiri baik 

bagi Pemerintah Daerah maupun bagi PNS yang diduga melakukan 

pelanggaran disiplin. 
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Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian dan pembahasan yang berkaitan 

dengan implementasi kebijakan pemerintah daerah dalarn penjatuhan hukuman 

disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Kotawaringin Barat, maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat telah melaksanakan kebijakan 

penjatuhan hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil, narnun belum 

sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dalarn Peraturan Pemerintah Nomor 53 

Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, hal tersebut dapat dilihat 

dari masih ditemukannya penjatuhan hukuman disiplin yang tidak sesuai 

dengan pelanggaran yang dilakukan. Jika ditinjau berdasarkan Teori George 

C. Edward III maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

A. Aspek Komunikasi. 

Penyampaian intbrmasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten 

Kotawaringin Barat melalui kegiatan Sosialisasi, Bimbingan Teknis dan 

Siraman Rohani pesertanya hanya terbatas pada Pejabat Eselon III dan 

Eselon IV saja, sehingga tidak dapat dipastikan informasi terkait 

kebijakan penjatuhan hukuman disiplin sampai dengan baik pada tingkat 

staf di masing-masing SOPD. 
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B. Surnber Daya. 

Atasan Langsung masing-masing PNS pada tiap SOPD memegang 

peranan yang sangat penting dalam implementasi penjatuhan hukurnan 

disiplin, karena merekalah yang pertama kali mengetahui terjadinya 

dugaan pelanggaran disiplin. Namun kurangnya pemabaman atasan 

langsung akan kebijakan penjatuhan hukurnan disiplin mempengaruhi 

keberhasilan pelaksanaan kebijakan penjatuhan hukurnan disiplin 

tersebut dimana selama ini berkas yang masuk ke Tim Pemeriksa/BKPP 

hampir selalu dengan status berkas tidak lengkap. 

C. Disposisi 

Keseriusan Kepala daerah untuk mengimplementasikan kebijakan 

penjatuhan hukurnan disiplin temyata tidak didukung oleh para 

pelaksana kebijakan di tingkat SOPD, karena masih adanya pembiaran 

yang dilakukan oleh atasan langsung terhadap dugaan pelanggaran 

disiplin yang diduga dilakukan oleh bawabaunya yang tentu berakibat 

pada berlarut-larutnya penyelesaian keputusan hukurnan disiplin. 

D. Struktur Birokrasi 

Keberadaan Tim Majelis Pertimbangan PNS (MPP) yang dibentuk oleh 

Bupati Kotawaringin Barat tidak diamanabkan dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 53 Tabun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri 

Sipil, oleh karenanya keberadaan Tim tersebut justru akan 

memperlambat proses penerbitan keputusan hukurnan disiplin karena 

hams melewati struktur hierarki birokrasi yang lebih panjang. 
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2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi lmplementasi Kebijakan Pemerintah 

Daerah Dalam Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di 

Kabupaten Kotawaringin Barat antara lain adalah : 

A Faktor Budaya Kerja 

Budaya kerja yang dimiliki oleh atasan langsung seperti : sikap acuh, 

rasa tidak enak dengan sesama rekan kerja, segan dan takut secara 

Iangsung akan sangat mempengaruhi implementasi penjatuhan hukuman 

disiplin pada tingkat SOPD. 

B. Faktor Kedekatan 

Faktor kedekatan dengan pihak-pihak tertentu yang dapat 

mempengaruhi sebuah kebijakan saat ini telah masuk di semua Iini tidak 

terkecuali pada proses penjatuhan hukuman disiplin PNS. Faktor ini 

tentu akan menghambat proses implementasi penjatuhan hukuman 

disiplin bagi PNS di Iingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin 

Barat. 

C. Faktor Geografis 

Kondisi geografis Kabupaten Kotawaringin Barat yang begitu Iuas 

dengan karakteristik daerahnya yang masih sulit untuk dijangkau oleh 

alat transportasi dan minim jaringan komunikasi akan memberikan 

hambatan tersendiri dalam implementasi penjatuhan hukuman disiplin. 

D. Faktor Masyarakat 

Masyarakat sebagai pengguna jasa yang diberikan oleh PNS seharusnya 

memiliki kontrol atas pelayanan yang diterimanya, termasuk pula terkait 
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kontrol terhadap proses pelaksanaan penjatuhan hukuman disiplin bagi 

PNS. Partisipasi masyarakat dalam mengontrol pelaksanaan kebijakan 

penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS di Kabupaten Kotawaringin 

Barat akan memberikan dampak sosial tersendiri baik bagi Pemerintah 

Daerah maupun bagi PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin. 

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan di atas, maka penulis 

merasa perlu memberikan saran dalam proses implementasi kebijakan 

pemerintah daerah dalam penjatuhan hukuman disiplin PNS di Kabupaten 

Kotawaringin Barat sebagai berikut : 

1. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat perlu untuk terus menyampaikan 

informasi terkait kebijakan penjatuhan hukuman disiplin PNS melalui 

kegiatan Sosialisasi, Bimbingan Teknis dan Siraman Rohani dengan peserta 

yang lebih bervariasi sehingga informasi tersebut tidak hanya sampai pada 

tingkat pejabat eselon saja, melainkan juga dapat diterima oleh seluruh PNS 

yang pada akhimya akan berujung pada persamaan persepsi dalam 

penjatuhan hukuman disiplin PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Kotawringin Barat. 

2. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat melalui Badan Kepegawaian, 

Pendidikan dan Pelatihan perlu secara tegas melakukan pengawasan dalam 

penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin 

Pegawai Negeri Sipil dengan konsep mensinkronisasikan data penjatuhan 
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hukuman disiplin dengan pembinaan karir PNS, sehingga diharapkan jabatan 

struktural diisi oleh PNS-PNS yang terpilih dan Standard operational 

procedure (SOP) penjatuhan hukuman disiplin PNS perlu segera 

diselesaikan yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Bupati. 

3. Bupati Kotawaringin Barat perlu meninjau kembali keberadaan Tim Majelis 

Pertimbangan PNS (MPP) untuk mempercepat waktu proses penjatuhan 

hukuman disiplin PNS, mengingat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 

Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil untuk pelanggaran 

disiplin yang ancaman hukuman disiplinnya tingkat sedang atau berat cukup 

dibahas dalam Tim Pemeriksa saja dimana susunan anggota Tim Pemeriksa 

sendiri sudah terdiri dari Unsur Pengawasan, Unsur Kepegawaian dan Unsur 

SOPD masing-masing PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin. 

4. Bupati Kotawaringin Barat se!aku Pejabat Pembina Kepegawaian eli Daerah 

perlu membuat perjanjian secara tertulis dengan seluruh Kepala SOPD untuk 

secara khusus menjalankan kebijakan terkait penjatuhan hukuman disiplin 

PNS di lingkungannya masing-masing berdasarkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan 

memaksimalkan pengawasan eksternal yang berasal dari unsur masyarakat 

dan media massa sehingga tujuan dari kebijakan penjatuhan hukuman 

disiplin dapat tercapai. 
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PEDOMAN WAW ANCARA PENELITIAN 

Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penjatuhan Hukuman Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil eli Kabupaten Kotawaringin Barat 

Informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

I. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Kotawaringin Barat; 

2. Inspektur Kab. Kotawaringin Barat; 

3. Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Kotawaringin Barat; 

4. Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan BKPP Kab. Kotawaringin Barat; 

5. Kepala Sub Bidang Disiplin BKPP Kab. Kotawaringin Barat; 

6. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan Setda Kab. Kotawaringin 

Barat; 

7. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah (P2UPD) Inspektorat 

Kab. Kotawaringin Barat; 

8. Pelaksana pada Kantor Kecamatan Pangkalan Lada; 

9. Pelaksana pada Kantor Kecamatan Kotawaringin Lama. 

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara semi 

terstruktur. Dalam melakukan wawancara, peneliti telah menyiapkan pedoman 

wawancara dan mengembangkan pertanyaan pada saat wawancara berlangsung. 

Adapun pedoman wawancara tersebut antara lain sebagai berikut : 

A. Komunikasi 

1. Penyampaian Informasi Kebijakan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai 

Negeri Sipil. 
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2. Bentuk Penyarnpaian lnformasi Kebijakan Penjatuhan Hukuman Disiplin 

Pegawai Negeri Sipil. 

3. Sasaran Penyarnpaian Informasi Kebijakan Penjatuhan Hukuman Disiplin 

Pegawai Negeri Sipil. 

4. Bentuk komunikasi antara atasan Iangsung dengan PNS yang diduga 

melakukan pelanggaran disiplin. 

5. Bentuk komunikasi antara Tim Pemeriksa/BKPP/Tim Majelis Pertimbangan 

PNS (MPP) dengan PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin. 

B. Sumber Daya 

I. Tingkat pemahaman terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 

tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 

2. Kualitas Sumber daya Manusia (Atasan Langsung) dalam lmplementasi 

Kebijakan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di tingkat 

SOPD. 

3. Kualitas Sumber daya Manusia dalarn lmplementasi Kebijakan Penjatuhan 

Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada tingkat Tim Pemeriksa, BKPP 

dan Tim Majelis Pertimbangan PNS (MPP). 

4. Dukungan sumber daya anggaran. 

5. Dukungan sumber daya fasilitas. 

C. Disposisi 

1. Sikap Kepala Daerah terhadap kebijakan penjatuhan hukuman disiplin PNS. 
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2. Sikap pelaksana kebijakan pada tingkat SOPD dalam implementasi 

kebijakan penjatuhan hukuman disiplin PNS. 

3. Faktor yang mempengaruhi sikap atasan langsung dalam implementasi 

kebijakan penjatuhan hukuman disiplin PNS. 

4. Faktor yang mempengaruhi Tim Pemeriksa/BKPP dalam implementasi 

kebijakan penjatuhan hukuman disiplin PNS. 

5. Faktor yang mempengaruhi Tim Majelis Pertimbangan PNS (MPP) dalam 

memberikan saran masukan kepada Bupati. 

D. Struktur Birokrasi 

1. SOP penjatuhan hukuman disiplin di tingkat Kabupaten Kotawaringin Barat. 

2. Distribusi wewenang dalam hal implementasi kebijakan penjatuhan 

hukuman disiplin. 

3. Dasar hukum pembentukan Tim Majelis Pertimbangan PNS (MPP). 

4. Urgensi pembentukan Tim Majelis Pertimbangan PNS (MPP). 

5. Susunan keanggotaan Tim Majelis Pertimbangan PNS (MPP). 
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